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MASYARAKAT INTERNASIONAL 
 

Notes 

●​ Negara adalah badan hukum sehingga bisa menjadi entitas perdata 
maupun publik. 

●​ Negara dapat bertindak sebagai aktor dalam hukum perdata 
internasional. Misalnya, pembelian pesawat dari perusahaan swasta 
seperti Airbus atau Boeing. Indonesia pada 17 Agustus 1945 
menyatakan proklamasi sebagai kelahiran negara. 

●​ Negara memiliki dua sisi: sebagai penguasa atas wilayah dan 
rakyatnya (ius imperii), serta sebagai wakil rakyat untuk berhubungan 
keluar. Contoh: ketika negara menyertakan modal ke BUMN, maka 
tunduk pada hukum perdata (UU PT). Hubungan dengan perusahaan 
adalah hubungan perdata, dan yang pertama dilihat adalah sifat 
transaksinya (misalnya jual-beli).  

●​ Hukum perdata internasional muncul bila ada unsur asing. 

Masyarakat Internasional 

●​ Keberadaan negara yang memiliki hubungan permanen menimbulkan 
kebutuhan akan kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas. 
Hubungan ini bisa berupa: 

○​ Hubungan lintas batas; 
○​ Hubungan langsung antar individu lintas negara; dan 
○​ Hubungan tidak langsung melalui pejabat negara (hubungan 

diplomatik). 

Kedaulatan (Sovereignty) 

●​ Supranus (puncak) adalah ciri utama negara; 

●​ Terdapat pandangan keliru bahwa kedaulatan negara bersifat absolut 
sehingga menolak hukum internasional. Faktanya, kekuasaan negara 
terbatas pada batas wilayahnya. Yurisdiksi berakhir saat kekuasaan 
negara lain dimulai. 

Hukum Positif sebagai Faktor Pengikat 

●​ Hukum positif berasal dari hukum nasional, tetapi ada prinsip hukum 
umum yang diakui masyarakat internasional. Prinsip hukum umum 
merupakan perwujudan hukum alam. Kebutuhan aturan didasarkan 
pada: 

○​ Keinginan hidup damai (rasio); dan 
○​ Naluri membela sesama. 

Perang Dingin sebagai Ancaman 

●​ Perpecahan masyarakat internasional menjadi dua kutub karena 
perbedaan filosofi politik. Namun, keberadaan perang dingin tidak 
meniadakan masyarakat internasional. Hubungan permanen tetap ada, 
dan hukum internasional tetap hidup. 

Masyarakat Internasional dalam Transisi 

●​ Masyarakat internasional bersifat dinamis, selalu berubah karena 
politik dunia, teknologi, dan struktur sosial. 

Setelah Perang Dunia II: 

●​ Muncul negara baru. 
●​ Tatanan dunia berubah (perjanjian internasional, kewajiban 

negara, nasionalisasi). 
●​ Muncul negara hegemon baru atau aliansi penyeimbang 

(contoh: Rusia, China, AUKUS). 
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Kemajuan Teknologi 

●​ Transportasi, persenjataan, komunikasi → hukum 
internasional beradaptasi. 

Perubahan Struktur 

●​ Negara tidak lagi dominan, muncul organisasi internasional 
(contoh: Uni Eropa). 

●​ Negara melepaskan sebagian kekuasaan pada organisasi 
internasional. 

●​ Individu mulai diberi kecakapan hukum internasional (HAM, 
hukum perang). 

 

SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA 
 

Notes 

●​ Perkembangan historis hukum internasional menurut Malcolm Shaw 
dimulai dari asal-usul awal yang mencakup; 

○​ Praktik-praktik kuno di mana negara-negara atau komunitas 
mulai membentuk norma-norma dasar untuk mengatur 
hubungan antar mereka, kemudian berkembang melalui; 

○​ Abad Pertengahan dan Renaissance yang ditandai dengan 
pengaruh kuat gereja dan transisi menuju pemikiran sekuler, 
diikuti oleh; 

○​ Para pendiri hukum internasional modern seperti Grotius yang 
meletakkan fondasi rasional, hingga abad ke-19 yang lebih 
praktis dan Euro-sentris, serta abad ke-20 yang melihat 
pembentukan institusi global pasca-perang dunia.  

●​ Shaw menekankan bahwa sistem hukum internasional modern pada 
dasarnya merupakan produk dari empat ratus tahun terakhir, tumbuh 
dari penggunaan dan praktik negara-negara Eropa modern dalam 
interaksi mereka, meskipun Starke mencatat adanya perdamaian 
sebelum Westphalia yang menunjukkan benih-benih norma damai 
lebih awal. 

Historical Development of International Law According to Malcom Shaw 

●​ Early origins 
●​ The Middle Ages and the Renaissance 
●​ Founders of modern international law 
●​ 19th century 
●​ 20th century 

Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur 
hubungan antar negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat 
internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Ini identik dengan 
ditandatanganinya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang tiga 
puluh tahun. 

Catatan Tambahan: About Westphalia 

Perjanjian Westphalia merupakan serangkaian perjanjian damai yang 
ditandatangani pada Oktober 1648 di dua kota di wilayah Westphalia, 
Jerman, yaitu Münster dan Osnabrück, yang secara resmi mengakhiri 
Perang Tiga Puluh Tahun, konflik dahsyat yang telah merenggut sekitar 
delapan juta nyawa di Eropa sejak 1618. Konflik ini bermula dari 
ketegangan agama yang membara di Kekaisaran Romawi Suci, di mana 
Kaisar Ferdinand II, seorang Katolik garis keras, berusaha memaksakan 
Edik Restitusi pada 1629 untuk mengembalikan gereja-gereja Protestan 
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ke tangan Katolik, memicu pemberontakan Protestan di Bohemia yang 
ditandai dengan Defenestrasi Praha pada 1618, di mana pejabat 
kekaisaran dilempar dari jendela istana oleh kaum Protestan. Perang 
yang awalnya bersifat lokal ini berkembang menjadi perang Eropa luas 
melalui empat fase utama—Bohemia, Denmark, Swedia, dan 
Prancis—melibatkan kekuatan besar seperti Swedia di bawah Gustavus 
Adolphus, Prancis di bawah Kardinal Richelieu yang anti-Habsburg 
meskipun Katolik, Spanyol Habsburg, dan berbagai pangeran Jerman, 
sehingga mengubahnya dari perang agama menjadi perebutan 
kekuasaan politik dan wilayah. 

Perjanjian ini lahir dari negosiasi panjang yang dimulai sejak 1643, 
melibatkan 109 delegasi dari 16 negara Eropa, 66 negara bagian 
Kekaisaran Romawi Suci, dan 27 kelompok kepentingan, dengan 
kota-kota netral Münster (untuk negosiasi Katolik-Habsburg-Prancis) 
dan Osnabrück (untuk Protestan-Swedia) dipilih agar masing-masing 
pihak merasa aman, sementara Paus Innocent X menentang keras dan 
menyatakan perjanjian itu "null dan void" karena melemahkan pengaruh 
gereja. Dua dokumen utama, Treaty of Münster (antara Kaisar, Prancis, 
dan sekutu) serta Treaty of Osnabrück (antara Kaisar, Swedia, dan 
sekutu), menetapkan ketentuan rinci seperti pengakuan Calvinisme 
sebagai agama resmi ketiga setelah Katolik dan Lutheran, pembatalan 
ius reformandi dari Perjanjian Augsburg 1555 yang memungkinkan 
penguasa memaksakan agama pada rakyatnya, serta norma tanggal 1 
Januari 1624 sebagai acuan kepemilikan properti gereja untuk 
mencegah perebutan lebih lanjut. Secara teritorial, Prancis memperoleh 
bishopric Metz, Toul, Verdun, serta kota-kota Alsace seperti Décapole 
(kecuali Strasbourg), Swedia mendapatkan Pomerania Barat, Wismar, 
dan bishopric Bremen-Verden sebagai fief hereditary dengan suara di 
Diet Kekaisaran, Bavaria mempertahankan suara elektoral Palatinate, 

Brandenburg-Prusia merebut Farther Pomerania dan bishopric 
Magdeburg serta Halberstadt, sementara Swiss dan Belanda diakui 
independen de jure, memastikan navigasi bebas di Sungai Rhine dan 
amnesti total atas kejahatan perang. 

Akhir perang ditandai dengan penandatanganan pada 24 Oktober 1648, 
meskipun pertempuran sporadis berlanjut seperti antara Prancis-Spanyol 
hingga Perjanjian Pyrenees 1659, dan perjanjian ini juga mengakhiri 
Perang Delapan Puluh Tahun antara Spanyol dan Belanda yang 
tumpang tindih, sehingga menciptakan stabilitas sementara di Eropa 
yang hancur lebur akibat kelaparan, wabah, dan kehancuran ekonomi 
Jerman yang kehilangan sepertiga penduduknya. Dampak langsungnya 
adalah melemahkan Kekaisaran Romawi Suci secara permanen, di 
mana Kaisar Ferdinand III kehilangan kendali atas pangeran-pangeran 
Jerman yang kini memiliki otonomi hampir mutlak, 
Reichskammergericht direformasi dengan setengah hakim Protestan, 
dan Prancis muncul sebagai kekuatan dominan Eropa, sementara 
Swedia menguasai Laut Baltik sebagai "raja dan tuan" wilayah utara. 
Secara jangka panjang, perjanjian ini meletakkan fondasi sistem 
negara-bangsa modern melalui prinsip kedaulatan Westphalian, di mana 
negara-negara setara secara hukum terlepas dari ukuran atau 
kekuatannya, batas wilayah tidak boleh dilanggar tanpa persetujuan, 
non-intervensi dalam urusan dalam negeri menjadi norma, serta 
pemisahan kekuasaan sekuler dari gereja yang mengakhiri perang 
agama besar-besaran di Eropa. 

Efeknya merembet ke hubungan internasional hingga abad ke-20, 
menjadi model bagi traktat seperti Utrecht 1713 yang menekankan 
balance of power, memengaruhi Konvensi Wina 1815 pasca-Napoleon, 
dan bahkan Piagam PBB yang menyeimbangkan kedaulatan dengan 
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keamanan kolektif, meskipun mitos "Westphalian sovereignty" dikritik 
karena perjanjian asli lebih fokus pada konstitusi Kekaisaran daripada 
hukum internasional universal. Di Jerman, perang meninggalkan trauma 
nasional dengan ekonomi runtuh dan fragmentasi politik yang 
berlangsung hingga unifikasi 1871, sementara secara global, perjanjian 
ini menandai transisi dari era feodal-teokratis ke negara nasional 
sekuler, di mana kepentingan nasional menggantikan dogma agama 
sebagai pendorong diplomasi, menciptakan tatanan yang bertahan 
meskipun diuji oleh revolusi, imperialisme, dan perang dunia kemudian. 
Prancis dan Swedia menjadi penjamin imperial constitution, 
memastikan intervensi jika pelanggaran terjadi, yang memperkuat 
norma kolektif keamanan awal, sementara pengakuan toleransi 
beragama membuka jalan bagi sekularisme yang memengaruhi hak 
asasi manusia modern. 

Sejarah Hukum Internasional Menurut Carter dan Trimble (Hal. 
9–10)   

●​ Sistem hubungan internasional kontemporer dibangun atas 
asumsi bahwa negara-bangsa adalah aktor utama.  

●​ Negara-bangsa modern merupakan produk yang relatif baru dari 
perkembangan politik di Eropa Barat. Karena negara dianggap 
aktor utama, hukum internasional klasik lebih banyak mengatur 
hubungan antarnegara, bukan antarindividu.  

●​ Baru belakangan muncul perkembangan yang melibatkan aktor 
lain (misalnya organisasi internasional, perusahaan 
multinasional, atau individu dalam konteks HAM dan kejahatan 
internasional). 

Early Origins 

●​ Asal-usul awal hukum internasional dapat ditelusuri kembali ke masa 
kuno sekitar tahun 2100 SM di Mesopotamia, ketika penguasa 
kota-negara Lagash dan Umma menandatangani perjanjian suci yang 
menetapkan batas wilayah secara tegas, sebuah dokumen yang 
dianggap sebagai salah satu perjanjian tertua dalam sejarah manusia 
dan ditegakkan melalui sumpah kepada dewa-dewa Sumeria sebagai 
kekuatan pengikat supranatural.  

●​ Perjanjian ini sekaligus meletakkan preseden bahwa hubungan antar 
entitas politik dapat diatur melalui kesepakatan tertulis yang memiliki 
kekuatan ilahi, sehingga konsep hubungan internasional mulai 
terbentuk dimana interaksi diikat oleh perjanjian dan ditegakkan oleh 
prinsip-prinsip hak yang sakral.  

●​ Sekitar seribu tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-13 SM, Firaun 
Ramses II dari Mesir dan Hattusili III dari Hittite menyepakati 
perjanjian perdamaian abadi dan persaudaraan setelah serangkaian 
pertempuran sengit atas wilayah Kadesh yang terletak di utara 
Damaskus, dimana perjanjian ini menjanjikan non-agresi, bantuan 
militer timbal balik, dan ekstradisi pelaku kejahatan, menandai 
evolusi dari konflik berkelanjutan menuju norma damai yang saling 
menguntungkan. 

Greek Contribution 

●​ Kontribusi Yunani terhadap studi hukum internasional terletak pada 
analisis filosofis, ilmiah, dan politik, dimana para pemikir seperti 
Aristoteles dan Thucydides membahas prinsip-prinsip perang yang 
adil serta hubungan antar kota-negara polis, sehingga perjanjian 
digunakan juga sebagai asosiasi komersial yang mengikat secara 
hukum.  
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●​ Perlindungan terhadap utusan diplomatik (prinsip inviolability) mulai 

berkembang sebagai norma, dengan tradisi bahwa kedutaan aman dari 
kekerasan bahkan di tengah perang, mencerminkan pengakuan awal 
atas kebutuhan komunikasi damai antar komunitas independen.  

Roman Contribution 

●​ Transisi dari Yunani ke Romawi Kuno menunjukkan perkembangan 
yang lebih sistematis dan tertulis. 

●​ Romawi memperluas konsep hukum ke ranah internasional melalui 
pembedaan antara jus civile yang secara eksklusif berlaku bagi warga 
Romawi sebagai hukum domestik ketat, dan jus gentium (hukum 
bangsa-bangsas) yang mengatur hubungan antara orang asing satu 
sama lain serta antara orang asing dan warga Romawi. 

●​ Prinsip-prinsip jus civile dan jus gentium tercermin dalam gagasan 
Romawi bahwa penguasaan atas tanah berlaku secara mutlak hingga 
ke surga dan neraka, sebuah konsep dominium yang mirip dengan 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta pacta sunt servanda 
sebagai prinsip dasar bahwa perjanjian harus ditaati sebagai hukum 
yang mengikat.  

Natural Law 

●​ Salah satu konsep Yunani paling berpengaruh yang diadopsi secara 
luas adalah hukum alam atau natural law. 

●​ Malcolm Shaw: seperangkat aturan logis dan rasional yang 
diturunkan dari hukum alam itu sendiri, berakar pada esensi setiap 
manusia, sehingga bersifat alami, universal, dan dapat ditemukan 
melalui akal budi tanpa bergantung pada wahyu ilahi.  

●​ Hukum alam ini menjadi jembatan antara pemikiran kuno dan 
modern, menekankan bahwa norma-norma dasar seperti keadilan 
dalam perang dan penghormatan terhadap kedaulatan muncul dari 
sifat manusia itu sendiri, bukan sekadar kesepakatan sementara. 

The Growth of Islam and Its Influence in Shaping International Law 

●​ Pertumbuhan Islam memberikan pengaruh mendalam dalam 
membentuk hukum internasional melalui konsep Darul Islam atau Dar 
al-Islam sebagai wilayah di mana hukum syariah berlaku, yang 
membedakannya dari Dar al-Harb atau wilayah perang, tetapi tetap 
mengatur hubungan antar negara Muslim dengan norma yang juga 
melindungi Ahl al-Kitab atau Orang-orang Kitab seperti Yahudi dan 
Kristen sebagai komunitas yang diakui.  

●​ Hukum-hukum ini mencakup aturan humanis dalam peperangan yang 
melarang pembunuhan non-kombatan, pemusnahan pohon, atau 
penjarahan berlebihan, serta hukum yang mengatur hubungan 
diplomatik berdasarkan prinsip keramahan, keamanan, dan amanah 
terhadap utusan asing yang harus dilindungi sepenuhnya.  

●​ Aturan mengenai perjanjian internasional tumbuh dari konsep 
menghormati janji atau wafa bil-nadh yang dibuat, di mana seorang 
Muslim terikat secara moral dan hukum untuk memenuhi 
komitmennya bahkan terhadap musuh, sehingga memperkuat pacta 
sunt servanda dalam konteks lintas peradaban dan meletakkan dasar 
bagi diplomasi yang inklusif di dunia Islam abad pertengahan. 

The Middle Ages  

●​ Pada Abad Pertengahan, otoritas gereja Katolik mendominasi secara 
mutlak dengan struktur komprehensif yang mengatur hubungan antara 
Paus, raja-raja sekuler, dan Kaisar Romawi Suci melalui doktrin 
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seperti plenitudo potestatis yang memberikan Paus kekuasaan penuh 
atas urusan spiritual dan temporal, termasuk instrumen ekskomunikasi 
sebagai senjata politik untuk mendeposisi raja yang menentang 
kehendak gereja, sehingga menciptakan hierarki di mana Paus sering 
bertindak sebagai arbiter suprem dalam konflik antar penguasa Eropa. 

●​ Selain itu, Hukum Pedagang Inggris atau English Law Merchant 
dibentuk khusus untuk memfasilitasi perdagangan asing dengan 
regulasi umum yang cepat diadopsi di berbagai negara Eropa melalui 
pengadilan merkantil yang independen, memungkinkan penyelesaian 
sengketa komersial lintas batas secara efisien tanpa bergantung pada 
hukum lokal yang beragam.  

●​ Kode maritim Eropa juga berkembang dari Rhodian Sea Law kuno 
yang diadaptasi menjadi aturan standar untuk navigasi, tabrakan 
kapal, dan keselamatan pelaut. 

●​ "Stempel" atau cap Paus berfungsi sebagai cikal bakal ratifikasi 
modern karena memberikan legitimasi ilahi atas perjanjian sekuler, 
menjadikan persetujuan papal sebagai prasyarat bagi validitas traktat 
antar negara Kristen.​ 

Renaissance 

●​ Renaissance membawa gelombang ide-ide baru yang secara bertahap 
menggeser pemikiran dari dogma kanonik gereja menuju pendekatan 
hukum yang lebih independen, kritis, humanistik, dan sekuler, di 
mana humanis seperti Erasmus mendorong studi klasik Romawi dan 
Yunani untuk membangun fondasi rasional bagi norma-norma sosial 
dan politik tanpa ketergantungan mutlak pada otoritas teologis.  

●​ Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther memperdalam 
perpecahan antara negara-negara Katolik dan Protestan, menghasilkan 
gagasan revolusioner tentang pemisahan gereja dari urusan negara di 

mana otoritas sipil tidak lagi tunduk langsung pada Paus, melainkan 
bertanggung jawab atas tata kelola internal termasuk agama.  

●​ Perpecahan ini memicu perang agama dahsyat di Eropa seperti: 
○​ Perang Tiga Puluh Tahun yang dipicu Defenestrasi Praha; 
○​ Pemberontakan Bohemia melawan Kaisar Katolik, serta 
○​ Konflik Arminian-Remonstran di Belanda antara faksi 

Calvinis,  
yang semuanya mempercepat tuntutan sekularisasi dan kedaulatan 
nasional untuk mengakhiri campur tangan lintas batas atas nama 
agama.​ 

Founders of Modern International Law 

●​ Para pendiri hukum internasional modern muncul di era ini dengan 
Francisco de Vitoria dari Sekolah Salamanca yang revolusioner 
menganggap penduduk asli Indian di Amerika sebagai bangsa-bangsa 
dengan kepentingan sah yang setara, sehingga menentang penaklukan 
sewenang-wenang oleh Spanyol dan meletakkan dasar hak universal 
atas tanah dan perdagangan.  

●​ Francisco Suarez memperkuat argumen bahwa sifat mengikat hukum 
internasional bersumber dari hukum alam yang inheren bagi semua 
manusia, bukan wahyu ilahi semata, sehingga norma-norma seperti 
pacta sunt servanda berlaku secara universal antar negara.  

●​ Alberico Gentili melalui karyanya De Jure Belli menjadi pelopor 
sekolah pemikiran sekuler dalam hukum internasional dengan 
membahas hukum perang secara sistematis berdasarkan prinsip 
rasional daripada teologi, mempengaruhi aturan pembeda antara 
kombatan dan non-kombatan.​​ 

●​ Hugo Grotius atau de Groot dikenal sebagai bapak hukum 
internasional modern melalui masterpiece-nya De Jure Belli ac 
Pacis atau Hukum Perang dan Perdamaian yang secara eksplisit 
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mengeluarkan teologi dari hukum internasional dengan argumen 
bahwa hukum alam tetap valid bahkan jika tidak ada Tuhan, sehingga 
menciptakan fondasi sekuler yang netral bagi diplomasi antar negara. 
Karya lainnya Mare Liberum sive de Iure Quod Batavis Competit 
ad Indicana Commercia membela hak Belanda untuk berdagang 
bebas di Samudra Hindia melawan monopoli Portugis, 
memperkenalkan konsep kebebasan laut sebagai prinsip universal 
yang mengikat semua bangsa.​​ 

The Peace of Westphalia 

●​ Perjanjian Westphalia yang terdiri dari Treaty of Münster dan 
Treaty of Osnabrück pada 1648 secara resmi mengakhiri Perang 
Tiga Puluh Tahun dan melahirkan konsep-konsep inti hukum 
internasional modern seperti kedaulatan negara yang didefinisikan 
dengan wilayah tetap tanpa kekuasaan supreme di atasnya, kesetaraan 
antar negara besar maupun kecil, non-interferensi dalam urusan 
domestik, pemisahan gereja dari negara, serta pengaturan hubungan 
antar negara melalui hukum internasional yang berbasis legal 
positivism dari kode sipil Romawi atau perjanjian eksplisit.  

●​ Prinsip-prinsip ini secara spesifik mencakup negara berdaulat dengan 
batas wilayah jelas, kesetaraan hukum, non-intervensi, pemisahan 
gereja-negara, pengaturan hubungan oleh hukum internasional, dan 
penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi. 

Positivism vs Naturalism 

●​ Positivisme hukum internasional menekankan bahwa norma-norma 
terbentuk melalui cara empiris dan berkelanjutan berdasarkan 
persetujuan aktual negara-negara melalui traktat dan kebiasaan, bukan 

dari hukum alam abstrak, sehingga lebih praktis dan berorientasi pada 
realitas politik.  

●​ Sebaliknya, naturalisme atau natural law school mendasarkan 
hukum internasional pada prinsip-prinsip universal yang berasal dari 
akal budi manusia dan hukum alam yang inheren, yang berlaku secara 
otomatis tanpa memerlukan persetujuan eksplisit dari negara.  

●​ Perdebatan ini membentuk dikotomi dalam evolusi hukum 
internasional, di mana positivisme mendominasi pasca-Westphalia 
sementara naturalisme tetap berpengaruh dalam hak asasi manusia 
modern. 

The 19th Century 

●​ Abad ke-19 menandai pergeseran signifikan dalam hukum 
internasional di mana abad ke-18 yang didominasi ide-ide intelektual 
dan filsafat rasionalis seperti pencerahan Voltaire dan Kant telah 
meletakkan doktrin dasar melalui perdebatan tentang hukum alam dan 
hak negara, sementara abad ke-19 menjadi lebih praktis, ekspansionis, 
dan positivis dengan fokus pada persetujuan negara melalui traktat 
daripada prinsip abstrak.  

●​ Hukum internasional semakin Euro-sentris sebagai milik eksklusif 
negara-negara "beradab" Kristen yang menganggap diri superior, 
sehingga meskipun secara geografis meluas ke koloni, nilai-nilai 
non-Eropa diabaikan dan hukum ini digunakan untuk melegitimasi 
imperialisme dengan standar "peradaban" sebagai syarat partisipasi. 

●​ Peristiwa penting lainnya mencakup pendirian International 
Telegraphic Union pada 1865 sebagai prekursor International 
Telecommunications Union yang menstandarisasi komunikasi listrik 
lintas batas untuk mendukung perdagangan global, diikuti 
International Committee of the Red Cross pada 1863 yang lahir 
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dari visi Henry Dunant pasca-Pertempuran Solferino untuk 
melindungi korban perang secara netral.  

●​ Universal Postal Union didirikan pada 1874 untuk menyatukan 
tarif dan pengiriman surat internasional, menghilangkan kebingungan 
antar sistem pos nasional, sementara Konferensi Den Haag 1899 dan 
1907 menghasilkan Permanent Court of Arbitration sebagai forum 
arbitrase pertama, beserta aturan perlakuan tawanan perang yang 
manusiawi dan pengendalian senjata seperti larangan peluru 
ekspansif.  

●​ Kolonialisme mencapai puncak melalui Treaty of Berlin 1885 yang 
mengatur "Scramble for Africa" dimana kekuatan Eropa seperti 
Jerman, Prancis, dan Inggris membagi benua secara diplomatis tanpa 
konsultasi penduduk asli, memperkuat positivisme hukum sebagai 
alat dominasi. Peristiwa-peristiwa ini memengaruhi restrukturisasi 
hukum Eropa dengan memperkenalkan institusi multilateral awal 
yang menggeser dari bilateralisme ke kerjasama fungsional, meskipun 
masih dibatasi oleh nasionalisme dan imperialisme yang memicu 
konflik seperti Perang Krimea dan Perang Boer. 

The 20th Century 

●​ Abad ke-20 dibuka dengan Perang Dunia yang mengguncang 
supremasi kekaisaran Eropa yang selama berabad-abad menguasai 
dunia melalui ideologi seperti nasionalisme dan kolonialisme, 
sehingga memaksa restrukturisasi tatanan global pasca kehancuran 
massal.  

●​ Traktat Perdamaian 1919 atau Treaty of Versailles tidak hanya 
mengakhiri Perang Dunia I tetapi juga menciptakan League of 
Nations sebagai organisasi pertama untuk menjaga perdamaian dunia 
melalui Majelis (Assembly) yang demokratis mewakili anggota dan 
Dewan Eksekutif untuk tindakan cepat terhadap agresi. 

Other 

●​ Peristiwa krusial lainnya meliputi pendirian Permanent Court of 
International Justice (PCIJ) pada 1921 di Den Haag sebagai 
pengadilan utama League untuk menyelesaikan sengketa hukum antar 
negara, diikuti Briand-Kellogg Pact 1928 yang ditandatangani 63 
negara untuk melarang perang sebagai instrumen kebijakan nasional 
meskipun lemah tanpa sanksi paksa.  

●​ Konferensi Chicago 1944 menghasilkan Convention on 
International Civil Aviation yang mendirikan ICAO untuk mengatur 
penerbangan sipil global termasuk hak lintas udara, sementara pada 
1946 PCIJ digantikan oleh International Court of Justice (ICJ) sebagai 
organ yudikatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York yang 
lebih kuat dengan yurisdiksi wajib opsional.  

●​ Kemudian, gelombang dekolonisasi pasca-Perang Dunia II 
menghasilkan sistem UN Trusteeship yang mengawasi transisi 
wilayah koloni menuju kemerdekaan dengan pengawasan 
internasional, memungkinkan munculnya negara-negara baru Asia 
dan Afrika ke dalam komunitas global. 

 

THE NATURE AND BASIS OF INTERNATIONAL LAW 
 

Traditional Characteristics of a Legal System 

●​ Karakteristik tradisional sebuah sistem hukum mencakup empat 
elemen esensial yang saling terkait untuk memastikan efektivitasnya 
dalam mengatur perilaku masyarakat, yaitu; 

1.​ Set of rules → Seperangkat aturan yang jelas dan koheren sebagai 
panduan perilaku wajib; 
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2.​ An institution to create the set of rules (legislative) → Institusi 

legislatif yang bertanggung jawab menciptakan aturan-aturan tersebut 
melalui proses pembuatan undang-undang yang demokratis atau 
otoritatif; 

3.​ An institution to enforce the set of rules (judicial and police) → 
institusi penegak seperti yudikatif untuk mengadili pelanggaran dan 
polisi untuk melaksanakan putusan secara fisik; 

4.​ Sort of sanctions to address infringement → berbagai bentuk sanksi 
yang tegas untuk menangani pelanggaran guna menciptakan efek jera 
dan memastikan kepatuhan sukarela di masa depan.  

Elemen-elemen ini membentuk fondasi sistem hukum nasional yang kuat 
karena didukung oleh otoritas pusat negara yang memiliki monopoli 
kekerasan sah, sehingga aturan tidak hanya ada secara abstrak tetapi juga 
dapat dipaksakan dengan konsekuensi nyata bagi pelaku pelanggaran.  

Dalam konteks hukum internasional, 4 kelengkapan karakteristik ini 
sering menjadi dasar perdebatan, apakah hukum internasional layak 
disebut "hukum" sejati atau sekadar norma moral. 

Some Thoughts of Past Experts 

KONTRA 

●​ Beberapa pemikiran ahli masa lalu menyoroti keraguan terhadap 
status hukum internasional karena ketidaklengkapan elemen-elemen 
tersebut: 

○​ Baruch Spinoza dan Thomas Hobbes berpendapat bahwa 
hukum internasional bukanlah hukum sungguhan akibat 
absennya institusi sentral yang menciptakan dan menegakkan 
aturan secara paksa, sehingga kekuatan mengikatnya jauh 

lebih lemah dibandingkan hukum nasional yang didukung 
sovereign kuat.  

○​ John Austin memperkuat kritik ini dengan mendefinisikan 
hukum secara ketat sebagai “seperangkat perintah sovereign 
yang didukung ancaman sanksi langsung”, sehingga hukum 
internasional dianggap murni kebiasaan internasional tanpa 
otoritas yang memerintah, sehingga terkesan lebih mirip 
moralitas daripada hukum positif yang mengikat secara 
otomatis.  

Akibatnya, pandangan positivis awal ini menyimpulkan bahwa hukum 
internasional terbatas pada praktik kebiasaan historis antar negara. 

PRO 

●​ Pandangan modern dari ahli seperti Mochtar Kusumaatmadja, 
Louis Henkin, dan Jan Klabbers menawarkan pembelaan yang 
terhadap status hukum internasional sebagai hukum yang sah: 

○​ Henkin terkenal dengan pernyataannya bahwa hukum 
internasional memang hukum karena hampir semua negara 
mematuhi hampir semua prinsipnya dan hampir semua 
kewajibannya hampir sepanjang waktu. Fokus argumennya 
Henkin adalah kepatuhan faktual negara terhadap hukum 
internasional sebagai bukti kekuatan mengikatnya hukum 
internasional meskipun tanpa polisi global.  

○​ Kusumaatmadja dari perspektif Indonesia menambahkan 
bahwa praktik negara-negara berkembang telah memperkaya 
hukum internasional melalui partisipasi aktif dalam traktat dan 
kebiasaan. 

○​ Klabbers secara spesifik mendefinisikan perjanjian 
internasional sebagai instrumen hukum yang sah hanya jika 
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dibuat antara negara-negara atau organisasi internasional, 
dalam bentuk tertulis, dan memiliki tujuan tertentu yang jelas, 
sehingga memenuhi syarat formal untuk mengikat secara 
hukum di bawah Konvensi Wina tentang Hukum Traktat 1969. 

Pendekatan tim PRO ini mau menunjukkan bahwa sekalipun secara 
institusional Hukum Internasional mungkin tidak lengkap memenuhi 4 unsur 
tadi, secara faktual hukum internasional dilaksanakan oleh negara-negara. 

Applying the Thoughts to International Law, In a Positivistic Matter 

Jika mengukur hukum internasional merupakan hukum atau tidak lewat 
kriteria tersebut, maka rinciannya sebagai berikut; 

●​ A set of rules: Treaties, customary international law, and general 
principles of law. 

○​ Hukum Internasional punya set of rules. Bentuknya perjanjian, 
hukum kebiasaan internasional dan general principles of law. 

●​ Institution to create the set of rules: State. 

○​ Institusi pencipta aturan tersebut adalah negara-negara itu 
sendiri. Mereka bertindak bersama sebagai pembentuk hukum 
melalui perundingan dan kesepakatan internasional (baik yang 
bersifat multilateral maupun bilateral) serta melalui kebiasaan 
yang terbentuk dari diplomasi dan interaksi terus-menerus.  

●​ Institutions to enforce such a set of rules: the International Court of 
Justice, Arbitration between States, Ad Hoc Alternative Dispute 
Resolution Bodies, and the Judicial Function of international 
organizations. 

○​ Lembaga penegak hukum internasional mencakup Mahkamah 
Internasional (International Court of Justice/ICJ) sebagai 
pengadilan utama PBB yang menangani sengketa antarnegara. 
Selain itu, ada juga mekanisme arbitrase antarnegara melalui 
Permanent Court of Arbitration, badan penyelesaian sengketa 
sementara seperti panel WTO, serta lembaga peradilan 
organisasi internasional seperti European Court of Justice.  

○​ Semua lembaga ini berperan memastikan agar aturan dan 
norma internasional diterapkan secara konsisten melalui 
proses hukum yang resmi, meskipun pelaksanaannya tetap 
bergantung pada kesediaan negara untuk tunduk pada 
yurisdiksi masing-masing. 

●​ Sanctions to make sure the laws are adhered to: economic 
sanctions, political, severing diplomatic relations, expulsion from the 
international community, or an organization. 

○​ Bentuknya bisa berupa sanksi ekonomi seperti larangan 
perdagangan (embargo) atau pembekuan aset yang ditetapkan 
melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Ada juga sanksi 
politik seperti pengucilan diplomatik dan kecaman dari 
komunitas internasional, pemutusan hubungan diplomatik 
yang menghambat komunikasi resmi antarnegara, hingga 
pengusiran dari organisasi internasional, misalnya 
penangguhan keanggotaan di PBB atau sanksi dari lembaga 
regional seperti Uni Eropa.  

○​ Semua tindakan ini menimbulkan tekanan reputasi dan 
kerugian ekonomi yang sering kali lebih efektif daripada 
penggunaan kekerasan, karena negara-negara saling 
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bergantung secara ekonomi dan membutuhkan legitimasi di 
mata dunia. 

●​ Kesimpulannya: Keempat aspek tersebut terpenuhi sehingga Hukum 
Internasional adalah hukum. Beberapa teori yang menguji 
keabsahan Hukum Internasional sebagai berikut; 

Teori-Teori Sumber Keabsahan Hukum Internasional 

1. Classical Approach: Natural Law Theory 

●​ Pendekatan klasik dalam memahami hukum internasional berangkat 
dari teori hukum alam atau natural law theory. Dalam pandangan ini, 
keterikatan antarnegara bukan semata-mata karena kesepakatan 
politik atau kepentingan praktis, melainkan karena adanya hukum 
alam (jus naturae) yang dianggap sebagai seperangkat norma lebih 
tinggi dan universal, berlaku dalam semua masyarakat, termasuk 
masyarakat internasional.  

●​ Dengan kata lain, manusia mengenali dan mengikuti hukum alam 
melalui kemampuan rasionalnya, bukan karena dibuat oleh manusia, 
melainkan karena berasal dari tatanan moral dan rasional yang lebih 
tinggi. 

●​ Tokoh-tokoh seperti Vittoria, Suarez, dan Thomas Aquinas 
menekankan bahwa hukum alam bersumber dari kehendak ilahi yang 
diturunkan untuk kebaikan bersama, sehingga norma-norma 
internasional pada hakikatnya adalah perintah dari figur transenden 
yang mengatur kehidupan masyarakat. 

●​ Thomas Aquinas 

○​ Thomas Aquinas secara khusus menjelaskan bahwa hukum 
ilahi (divine law) ditanamkan ke dalam akal manusia, sehingga 

manusia mampu memahami prinsip-prinsip hukum alam. 
Pemahaman ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam 
bentuk perjanjian atau undang-undang yang bersifat teknis 
untuk mengatur kehidupan bersama.  

○​ Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sesuatu yang 
hierarkis: hukum ilahi berada di puncak, hukum alam menjadi 
jembatan rasional, dan hukum manusia (human law) adalah 
pengejawantahan praktis dari keduanya.  

○​ Dalam kerangka ini, hukum internasional dianggap bersumber 
dari hukum alam, lalu diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan 
positif yang mengikat negara. Artinya, keterikatan negara 
terhadap hukum internasional bukan sekadar hasil konsensus, 
melainkan karena mereka tunduk pada norma universal yang 
diyakini berasal dari hukum alam, yang kemudian 
diejawantahkan menjadi hukum positif untuk mengatur 
hubungan antarnegara. 

Natural Law – Modern Days 

●​ Grotius menolak gagasan bahwa hukum alam dibentuk oleh figur 
ilahi tertinggi. Sebaliknya, hukum alam terbentuk sebagai hukum 
ideal yang diberikan oleh alam kepada manusia sebagai makhluk yang 
berkesadaran.  

●​ Dalam perkembangan modern, Hugo Grotius memisahkan hukum 
alam dari sumber ilahi. Ia berpendapat bahwa hukum alam bukanlah 
perintah Tuhan secara langsung, melainkan seperangkat norma 
rasional yang melekat pada manusia sebagai makhluk berakal. 
Dengan demikian, hukum alam dipandang sebagai hukum universal 
yang lahir dari kodrat manusia, dan menjadi dasar bagi keterikatan 
antarnegara dalam hukum internasional. 
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●​ Emer de Vattel, keterikatan negara pada hukum internasional bukan 

semata karena kesepakatan, melainkan karena kebutuhan praktis 
untuk hidup berdampingan. Negara tidak bisa bertahan tanpa aturan 
bersama, sehingga hukum alam menjadi dasar yang mengikat mereka.  

●​ Dengan kata lain, hukum internasional lahir dari keharusan menjaga 
keteraturan dan perdamaian antarnegara. 

Kelemahan Natural Law Theory sebagai Dasar Kekuatan Mengikat 
Hukum Internasional 

●​ Sifatnya abstrak. 
●​ Pemahaman yang subjektif. 
●​ Perbedaan nilai, prinsip, dan moralitas di antara populasi berbagai 

negara. 

Hukum alam sering dikritik karena sifatnya terlalu abstrak dan sulit 
diterapkan secara konkret. Selain itu, pemahaman tentang hukum alam 
sangat subjektif, bergantung pada interpretasi masing-masing masyarakat 
atau pemikir. Perbedaan nilai dan moral antarnegara juga membuat 
penerapan hukum alam sebagai dasar hukum internasional menjadi 
problematis, karena tidak ada standar universal yang benar-benar disepakati. 

2. Teori Kehendak Negara 

●​ Dalam pandangan awal positivisme, hukum internasional dianggap 
mengikat karena ia lahir dari kehendak negara yang berdaulat. 
Bergbohm dan Fricker menekankan bahwa dasar keterikatan hukum 
internasional bukanlah hukum alam atau prinsip moral universal, 
melainkan fakta bahwa negara-negara secara sadar menerima aturan 
tertentu. Dengan kata lain, hukum internasional adalah hasil dari 
kesepakatan antarnegara, bukan dari norma transenden.  

●​ Teori ini menggagas bahwa Negara adalah sumber segala hukum dan 
hukum internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauannya 
sendiri mau tunduk kepada hukum internasional.  

●​ Tokoh: George Jellinek, Hegel. 
●​ Zorn: Hukum Internasional itu tak lain adalah HTN yang mengatur 

hubungan luar suatu negara. Dia tidak lebih tinggi dan mempunyai 
kekuatan mengikat di luar kemauan negara. 

Kelemahan Teori Kehendak Negara sebagai Dasar Kekuatan Mengikat 
Hukum Internasional 

●​ Bagaimana hukum internasional yang tergantung kemauan negara itu 
mengatur negara tersebut? Kalau mendadak dia tidak mau tunduk lagi 
bagaimana? Patutkah disebut hukum? 

Perdebatan Subjektivis – Objektivis 

●​ Kant sebagai subjektivis menilai bahwa hubungan antarnegara 
hanyalah upaya menjaga keseimbangan kekuatan, karena sifat alami 
negara adalah bebas dan cenderung berkonflik.  

●​ Hegel sebagai objektivis menekankan bahwa hukum internasional 
adalah hukum eksternal yang lahir dari pengakuan atas otonomi 
masing-masing negara. Dengan kata lain, hukum internasional bukan 
sekadar hasil kesepakatan, tetapi bagian dari struktur hubungan 
antarnegara yang mengakui kebebasan mereka. 

3. The Voluntary Theory II: Common Will Theory (Heinrich Triepel) 

●​ Triepel berpendapat bahwa hukum internasional mengikat negara 
karena adanya kehendak bersama (gemeinwille – persatuan dari 
kehendak-kehendak individu).  

Do the best and let God do the rest. 



 
●​ Gemeinwille adalah kehendak supranasional yang berada di atas 

negara itu sendiri. Negara baru otomatis terikat oleh hukum 
internasional, bukan karena kemauan mereka untuk terikat, melainkan 
karena pemahaman bahwa setiap negara memang terikat oleh hukum 
internasional. Tidak ada kemungkinan bagi negara untuk menarik diri 
dari keterikatan tersebut.  

●​ Heinrich Triepel mengembangkan teori kehendak bersama untuk 
menjelaskan mengapa hukum internasional mengikat negara. 
Menurutnya, keterikatan itu bukan hasil dari kehendak 
masing-masing negara secara individual, melainkan dari kehendak 
kolektif yang lebih tinggi, yaitu gemeinwille.  

●​ Kehendak bersama ini bersifat supranasional dan berlaku bagi semua 
negara, termasuk negara baru yang lahir. Dengan demikian, hukum 
internasional tidak bisa ditolak atau ditarik kembali oleh negara, 
karena keterikatan itu bersifat otomatis dan inheren dalam keberadaan 
mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional. 

4. Pendekatan Objektivis (Mazhab Wiena (Hans Kelsen)) 

●​ Wiena School, yang berkembang dari pemikiran Hans Kelsen, muncul 
sebagai kritik terhadap pandangan bahwa hukum internasional hanya 
mengikat berdasarkan kehendak negara. Menurut pendekatan ini, 
kehendak rasional manusia tidak cukup untuk menjelaskan kekuatan 
mengikat hukum. Sebaliknya, keterikatan hukum internasional 
berasal dari norma objektif yang lebih tinggi.  

●​ Kelsen mengajukan teori pacta sunt servanda sebagai norma 
meta-yudisial tertinggi yang mengikat negara. Ia menyebut norma ini 
sebagai ursprung hipotesis atau hipotesis dasar yang harus 
diasumsikan agar sistem hukum internasional dapat berfungsi. 

●​ Dengan demikian, hukum internasional dianggap mengikat karena 
adanya norma dasar yang mengakui bahwa perjanjian harus ditaati. 

Kelemahan Mazhab Wina 

●​ Kelemahan teori Kelsen adalah ia menjelaskan bagaimana hukum 
internasional mengikat, tetapi tidak menjawab mengapa grundnorm 
itu sendiri memiliki kekuatan mengikat. 

5. Mazhab Prancis Pendekatan Sosiologis – French School   

●​ French School menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan 
bahwa hukum internasional mengikat karena adanya fakta sosial (le 
fait social).  

○​ Rousseau melalui teori kontrak sosial menjelaskan bahwa 
hukum lahir dari kesepakatan komunitas untuk mencapai 
tujuan bersama.  

○​ Leon Duguit menambahkan bahwa hukum internasional 
bukanlah hasil dari kehendak negara, melainkan dari interaksi 
sosial yang memang diperlukan dalam kehidupan bersama. 

○​ Paul Fauchille melihat negara sebagai bagian dari masyarakat 
kosmopolitan, meskipun masing-masing negara tetap memiliki 
kebebasan.  

○​ George Scelle kemudian mengembangkan gagasan bahwa 
hukum internasional tumbuh dari solidaritas masyarakat 
internasional, bukan semata dari otoritas negara. Dengan 
demikian, French School menekankan dimensi sosial dan 
solidaritas sebagai dasar keterikatan hukum internasional. 

6. Teori-teori Kontemporer   

●​ Thomas Franck menekankan pentingnya legitimasi antarnegara: 
hukum internasional mengikat karena dianggap sah dan legitimate 
oleh komunitas internasional.  
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●​ Anthea Roberts mempertanyakan apakah hukum internasional 

benar-benar bersifat internasional, ataukah ia masih didominasi oleh 
perspektif tertentu.  

●​ New Haven School melihat hukum sebagai proses pengambilan 
keputusan yang berorientasi pada kebijakan, bukan sekadar kumpulan 
aturan, dengan tujuan utama mempromosikan nilai-nilai seperti 
martabat manusia. 

●​ Selain itu, muncul pendekatan kritis seperti critical legal studies yang 
dikemukakan David Kennedy, yang menilai bahwa studi hukum 
internasional sering terjebak dalam narasi sederhana tentang asal-usul 
dan tujuan akhir hukum.  

●​ Feminist legal theory menyoroti bagaimana hukum internasional 
sering mengabaikan perspektif gender, sementara third-world 
approach menekankan bahwa hukum internasional kerap 
mencerminkan kepentingan negara-negara maju dan perlu dikaji dari 
sudut pandang dunia ketiga. 

 

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM 
NASIONAL 

 

Voluntarisme vs Objektivitas 

●​ Perbedaan utama antara paham voluntaris (Triepel) dan paham 
objektivitas (Kelsen) berimplikasi pada tata hubungan hukum 
internasional dan hukum nasional dalam sistem hukum suatu negara. 

●​ Paham voluntaris menekankan bahwa hukum internasional mengikat 
karena kehendak negara, sehingga hubungan hukum internasional 
dengan hukum nasional bergantung pada penerimaan negara.  

●​ Sebaliknya, paham objektivitas melihat hukum internasional sebagai 
norma yang lebih tinggi dan objektif, sehingga keterikatannya tidak 
bergantung pada kehendak negara semata.  

●​ Perbedaan ini memengaruhi bagaimana suatu negara menata hierarki 
antara hukum internasional dan hukum nasional. 

Dualisme 

●​ Dualisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional 
sebagai dua lingkup berbeda sehingga tidak ada hubungan langsung.  

●​ Hukum internasional harus ditransformasikan ke dalam hukum 
nasional, sehingga tidak ada masalah hierarki.  

●​ Primat tidak muncul dalam dualisme. 
●​ Negara yang menganut dualisme menekankan kedaulatan hukum 

nasional sebagai pintu masuk bagi norma internasional. 

Monisme 

●​ Monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional 
sebagai satu kesatuan utuh.  

●​ Dalam monisme, muncul konsep primat, yaitu penentuan hukum 
mana yang lebih diutamakan: primat hukum nasional atau primat 
hukum internasional. Primat adalah masalah hierarki.  

●​ Jika suatu negara menganut monisme dengan primat hukum 
internasional, maka hukum internasional berlaku langsung dan 
mengikat tanpa perlu transformasi. Sebaliknya, jika primat hukum 
nasional, maka konstitusi dan aturan domestik tetap menjadi acuan 
utama. 

○​ Primat Hukum Internasional: 1st Inter, 2nd Nasional. 
○​ Primat Hukum Nasional: 1st Nasional, 2nd Inter. 
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Monisme vs Dualisme dalam Praktik 

●​ Hukum Internasional terdiri atas hukum kebiasaan internasional 
(customary international law), general principles of rules dan 
hukum perjanjian internasional (treaty law). 

●​ Ada perjanjian yang bersifat self-executing (langsung berlaku dan 
mengikat), dan ada yang non-self-executing (memerlukan 
penyesuaian terlebih dahulu dalam hukum nasional). 

Ciri Monisme atau Dualisme 

●​ Konstitusi,  
●​ Praktek pembuatan perjanjian, ratifikasi dan implementasi perjanjian 

melalui transformasi,  
●​ Kemampuan pengadilan menerapkan hukum internasional, dan 
●​ Efek langsung terhadap individu.  

Perbedaan Monisme dan Dualisme 

Aspek Monisme Dualisme 

Konstitusi Hukum internasional 
otomatis menjadi 
bagian dari hukum 
nasional. Tidak perlu 
transformasi. 

Hukum internasional 
harus diubah 
(transformasi) ke dalam 
hukum nasional agar 
berlaku. 

Praktik Pembuatan 
Perjanjian 

Ratifikasi perjanjian 
internasional langsung 
membuatnya berlaku 

Ratifikasi saja tidak 
cukup; perlu 
undang-undang 
implementasi agar 

dalam sistem hukum 
nasional. 

perjanjian berlaku di 
dalam negeri. 

Stratifikasi & 
Implementasi 

Perjanjian 

Tidak ada stratifikasi 
khusus; perjanjian 
internasional langsung 
mengikat. 

Ada stratifikasi: 
perjanjian internasional 
baru mengikat setelah 
melalui proses legislasi 
domestik. 

Kemampuan 
Pengadilan 

Menerapkan 
Hukum 

Internasional 

Pengadilan dapat 
langsung menerapkan 
norma internasional 
dalam putusan. 

Pengadilan hanya dapat 
menerapkan hukum 
internasional jika sudah 
ditransformasikan ke 
hukum nasional. 

Efek Langsung 
terhadap Individu 

Individu dapat langsung 
memperoleh hak dan 
kewajiban dari hukum 
internasional. 

Individu baru terikat 
setelah hukum 
internasional diubah 
menjadi hukum 
nasional. 

Notes: 
●​ Negara dualis selalu menuntut transformasi hukum internasional ke 

dalam hukum nasional, sehingga individu tidak langsung terikat. 
Sebaliknya, dalam monisme, pengadilan dapat langsung menerapkan 
hukum internasional, dan efeknya bisa langsung dirasakan oleh 
individu. Dengan demikian, perbedaan monisme dan dualisme bukan 
hanya teori, tetapi nyata terlihat dalam praktik hukum suatu negara. 
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Praktik-Praktik Negara Civil Law dan Anglo American 

●​ Nederlands Grondwet 1949  
○​ Article 93 (monisme): Ketentuan perjanjian dan resolusi 

lembaga internasional yang dapat mengikat semua orang 
berdasarkan isinya akan menjadi mengikat setelah 
dipublikasikan. Artinya, begitu suatu perjanjian internasional 
atau resolusi internasional dipublikasikan, ia langsung berlaku 
dan mengikat individu tanpa perlu transformasi ke hukum 
nasional. 

○​ Article 94 (monisme primat hukum internasional): Hukum 
internasional memiliki primat atas hukum nasional. Pasal ini 
menegaskan bahwa jika terjadi konflik antara hukum nasional 
dan hukum internasional, maka hukum internasional yang 
diutamakan. Ini menunjukkan monisme dengan primat hukum 
internasional. 

●​ Deutsche Grundgesetz 1949 – Article 25 (monisme primat hukum 
internasional): Hukum internasional umum adalah bagian dari 
hukum federal dan memiliki primat atas hukum nasional.  

●​ Japanese Constitution 1947 – Article 98: “Perjanjian internasional 
dan hukum internasional umum harus dihormati dengan 
sungguh-sungguh”. Jepang menegaskan bahwa hukum internasional 
memiliki kedudukan tinggi dalam sistem hukum nasional. Ini 
menunjukkan kecenderungan monisme dengan pengakuan langsung 
terhadap hukum internasional. 

●​ Nigerian Constitution 1999 – Article 12: Tidak ada perjanjian 
antara Federasi dan negara lain yang memiliki kekuatan hukum 
kecuali disahkan oleh legislatif. Nigeria menganut dualisme. 
Perjanjian internasional tidak otomatis berlaku; ia harus melalui 

proses ratifikasi oleh legislatif agar memiliki kekuatan hukum 
domestik. 

●​ Indian Constitution – Article 253: Parlemen memiliki kekuasaan 
untuk membuat undang-undang guna melaksanakan perjanjian 
internasional. India juga menganut dualisme. Perjanjian 
internasional tidak otomatis berlaku, melainkan harus 
diimplementasikan melalui undang-undang nasional yang dibuat oleh 
parlemen. 

●​ Inggris (Privy Council) – Dualisme, Doctrine of Incorporation: 
Untuk hukum kebiasaan internasional, Inggris menganut doktrin 
inkorporasi: hukum internasional dianggap sebagai bagian dari hukum 
nasional kecuali ada undang-undang nasional atau yurisprudensi yang 
bertentangan. 

●​ US Constitution – Article VI: Konstitusi AS secara tekstual 
menunjukkan monisme, karena perjanjian internasional dianggap 
sebagai hukum tertinggi. Namun dalam praktik, AS sering 
ambivalen. Misalnya, dalam kasus Ware v. Hylton perjanjian 
internasional diakui sebagai hukum tertinggi, tetapi dalam Medellín v. 
Texas Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak semua perjanjian 
otomatis berlaku tanpa implementasi legislatif. Hal ini menunjukkan 
kecenderungan dualisme dalam praktik. 

Praktik Indonesia 

●​ Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa pada kenyataannya, 
negara lebih sering mematuhi hukum internasional daripada 
melanggarnya. Norma-norma seperti hukum diplomatik, konsuler, 
perlindungan orang asing, dan hukum laut menunjukkan bahwa 
hukum internasional memiliki daya ikat yang nyata, bahkan terlepas 
dari hukum nasional. Ada norma hukum internasional yang terlepas 
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dari hukum nasional, seperti perlindungan terhadap orang asing dan 
hak miliknya (in re Tembakau Bremen) serta hukum laut. 

 

Instrumen Hukum Isi/Pasal Implikasi terhadap 
Hukum Internasional 

Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 

Tidak secara eksplisit 
menyebutkan hubungan 
hukum internasional 
dan nasional 

Posisi hukum 
internasional tidak jelas; 
bergantung pada 
undang-undang dan 
praktik politik hukum. 

Undang-Undang 
Dasar Sementara 
Republik Indonesia 
Tahun 1950  Pasal 120 

Presiden membuat dan 
mengesahkan perjanjian 
dengan negara lain; 
pengesahan harus 
melalui UU 

Menunjukkan 
kecenderungan 
dualisme, karena 
perjanjian tidak otomatis 
berlaku tanpa 
transformasi ke hukum 
nasional. 

Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

Pasal 7 tidak menyebut 
posisi hukum 
internasional; Pasal 10 
& 23 hanya tentang 
pengesahan perjanjian 

Hukum internasional 
diakui sebagai sumber 
hukum formil, tetapi 
tidak ditempatkan dalam 
hierarki peraturan. 

Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian 
Internasional  Pasal 10 

Perjanjian internasional 
harus disahkan dengan 
UU jika menyangkut 
politik, pertahanan, 
wilayah, kedaulatan, 

Menegaskan bahwa isu 
fundamental negara 
memerlukan ratifikasi 
legislatif → dualisme. 

HAM, lingkungan, 
kaidah hukum baru, 
pinjaman/hibah 

Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2004 
tentang Tentara 
Nasional Indonesia 
Pasal 2d & 13 

TNI wajib mengikuti 
hukum nasional dan 
hukum internasional 
yang telah diratifikasi; 
pengesahan perjanjian 
ditempatkan dalam 
lembaga NRI 

Hukum internasional 
hanya berlaku setelah 
ratifikasi → dualisme. 

Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 1999 
tentang Hubungan 
Luar Negeri 

Hubungan luar negeri 
diselenggarakan sesuai 
politik luar negeri, 
hukum nasional, serta 
hukum dan kebiasaan 
internasional 

Mengakui hukum 
internasional sebagai 
acuan, tetapi tetap 
menempatkan hukum 
nasional sebagai dasar 
utama. 

Praktik implementasi Perjanjian Internasional Indonesia 

●​ UN Convention on the Law of Treaties 
●​ UN Convention Against Corruption 
●​ Ketentuan teknis dan sektoral 

Praktik Indonesia dalam Pengadilan 

●​ Kasus Longsor Mandalawangi (MA No. 1794 K/Pdt/2004) 
●​ Penerapan TRIPs Agreement dalam sengketa HKI 
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Hukum Internasional dalam MK 

●​ Sering merujuk ketentuan Konvensi HAM internasional, bahkan 
sering kali tanpa terjemahan Bahasa Indonesia 

●​ Putusan Nomor 33/PUU-IX/2013 tentang JR UU Pengesahan Asean 
Charter (UU 38/2008) 

●​ Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang JR UU Perjanjian 
Internasional 24/2000. 

 

SOURCES OF INTERNATIONAL LAW 
 

Material Sources of International Law (Starke) 

●​ Custom: Kebiasaan internasional 
●​ Treaties: Perjanjian internasional 
●​ Decision of judicial or arbitral tribunals: Putusan pengadilan atau 

tribunal arbitrase 
●​ Juristic works: Doktrin 
●​ Decisions or determinations of the organs of international 

organizations: Keputusan atau penetapan dari organ-organ organisasi 
internasional 

Starke membedakan sumber material sebagai segala sesuatu yang 
melahirkan norma hukum internasional. Tidak hanya perjanjian dan 
kebiasaan, tetapi juga putusan pengadilan, karya akademik, dan keputusan 
organisasi internasional yang berkontribusi pada perkembangan hukum 
internasional. 

Article 38 Statute of the ICJ 

●​ International conventions; 

●​ International customs; 
●​ The general principles of law recognized by civilized nations; 
●​ Judicial decisions and; dan 
●​ The teaching of the most highly qualified publicists of the various 

nations  
→ as subsidiary means for the determination of rules of law. 

Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah 
Internasional adalah: konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip 
umum hukum yang diakui bangsa beradab, serta putusan pengadilan dan 
ajaran ahli hukum sebagai sumber tambahan. 

Karakter Pasal 38 ICJ 

●​ Non hierarchical; 
●​ No mention of the recent development from the decisions of 

international organizations, and other tribunals; dan 
●​ General principles of law as means for judges to create new legal 

principles. 

Pasal 38 tidak menempatkan sumber hukum secara hierarkis, sehingga 
perjanjian, kebiasaan, dan prinsip umum memiliki kedudukan sejajar. 
Namun, ia tidak mengantisipasi perkembangan modern seperti peran 
organisasi internasional. Hakim ICJ dapat menggunakan prinsip umum 
hukum untuk mengisi kekosongan hukum. 

Classification of Sources According to Article 38 ICJ 

●​ Primary sources 
➔​ Treaties 
➔​ Customary international law 
➔​ General principles of law 
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●​ Subsidiary sources 

➔​ Judicial decisions 
➔​ Teachings of the most highly qualified publicists of the various 

nations 
Treaties 

Basics of Treaties – Vienna Convention Article 2 (1)(a) 

●​ “Perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antara negara, 
diatur oleh hukum internasional, baik berupa satu instrumen atau 
beberapa instrumen terkait, dengan sebutan apapun.” 

●​ Konvensi Wina memberikan definisi formal tentang perjanjian 
internasional. Perjanjian harus berbentuk tertulis agar komitmen 
negara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  

●​ Berbeda dengan kontrak privat yang dibuat oleh individu atau 
perusahaan, perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi. 

Jenis Perjanjian Internasional 

●​ Perjanjian dapat berupa:  
○​ Kesepakatan antar negara,  
○​ Kesepakatan antara negara dan organisasi internasional, atau  
○​ Kesepakatan antar organisasi internasional. 

●​ Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum internasional tidak hanya 
negara, tetapi juga organisasi internasional.  

●​ Perjanjian antar organisasi internasional misalnya terjadi dalam 
kerangka kerjasama teknis atau administratif. 

What Cannot Be Considered As a Treaty 

●​ Kesepakatan antara negara dan perusahaan swasta; dan 

●​ Kontrak. 
○​ Tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional. 

Contohnya: kontrak VOC, kontrak British BC dengan Dinasti 
Qing di Hong Kong, serta kontrak konsesi minyak Iran dengan 
perusahaan asing. ICJ dalam kasus Anglo-Iranian Oil Case 
(1952) menegaskan bahwa konsesi minyak Iran kepada 
perusahaan tidak menciptakan hubungan perjanjian antara Iran 
dan Inggris.  

○​ Perjanjian internasional hanya berlaku antar subjek hukum 
internasional (negara atau organisasi internasional). Jika salah 
satu pihak adalah entitas privat, maka kesepakatan 
tersebut hanyalah kontrak komersial, bukan perjanjian 
internasional. 

Difference in Terminology 

●​ Treaty 
●​ Convention 
●​ Agreement 
●​ Charter 
●​ Statute 
●​ Memorandum of Understanding 
●​ Protocol 
●​ Declaration 
●​ Final act  
●​ Exchange of note  
●​ Agreed minutes 
●​ Summary record 
●​ Process verbal 
●​ Modus vivendi 
●​ Letter of intent 
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○​ Perbedaan istilah tidak mengubah hakikat perjanjian 

internasional. Semua istilah tersebut merujuk pada bentuk 
kesepakatan tertulis antara subjek hukum internasional.  

○​ Namun, beberapa istilah memiliki fungsi khusus: 
declaration biasanya hanya berisi prinsip, bukan kewajiban; 
final act awalnya administratif; exchange of note dan agreed 
minutes sering digunakan untuk mencatat kesepakatan teknis; 
modus vivendi berarti kesepakatan sementara; sedangkan 
letter of intent lebih bersifat pernyataan niat, bukan komitmen 
penuh. 

Form of Treaties  

●​ Treaty Contract: perjanjian yang hanya mengatur hak dan kewajiban 
para pihak negara, mirip dengan kontrak privat atau komersial. 

○​ Jenis perjanjian ini bersifat khusus dan hanya berlaku bagi 
negara-negara pihak yang menandatanganinya. Ia tidak 
menciptakan norma hukum baru bagi masyarakat internasional 
secara keseluruhan, melainkan hanya mengikat pihak yang 
terlibat. 

●​ Law Making Treaty: perjanjian yang membentuk norma hukum bagi 
masyarakat internasional secara keseluruhan.  

○​ Contohnya: Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), 
Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago 
Convention).  

○​ Berbeda dengan treaty contract, jenis ini menciptakan aturan 
yang berlaku luas dan menjadi bagian dari hukum 
internasional umum. Ia berfungsi sebagai sumber hukum baru 
yang mengikat banyak negara sekaligus. 

Nature of Treaty (State Party(ies)) 

●​ Perjanjian bisa bersifat bilateral (dua negara), multilateral (lebih dari 
dua negara), atau regional (negara-negara dalam suatu kawasan). 
Bentuk perjanjian ditentukan oleh jumlah dan cakupan pihak yang 
terlibat.  

●​ Bilateral biasanya lebih teknis, multilateral lebih luas, dan regional 
fokus pada kepentingan kawasan tertentu. 

Consent to be Bound Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 

●​ Signature (Art 12): Penandatanganan perjanjian dapat langsung 
mengikat negara jika perjanjian menentukan bahwa tanda tangan saja 
cukup untuk membuatnya berlaku. Namun, biasanya diperlukan 
proses lanjutan seperti ratifikasi atau aksesi agar negara resmi terikat. 

●​ Ratification (Article 14): Ratifikasi adalah persetujuan negara untuk 
terikat pada perjanjian yang ia ikuti dalam pembentukannya. 
Ratifikasi dilakukan oleh lembaga berwenang di dalam negeri 
(misalnya parlemen), sehingga negara secara resmi mengikatkan diri 
pada perjanjian. 

●​ Accession (Article 15): Aksesi adalah persetujuan negara untuk 
terikat pada perjanjian yang sudah ada, meskipun ia tidak ikut serta 
dalam pembentukannya. Aksesi memungkinkan negara baru 
bergabung dengan perjanjian internasional yang sudah berlaku, 
sehingga cakupan perjanjian semakin luas. 

●​ Other Means (Article 14) 
○​ Persetujuan juga bisa dilakukan melalui acceptance atau 

adherence. Contohnya, Indonesia hanya menyampaikan 
deklarasi adherence pada Konvensi Penerbangan Sipil 
Internasional.  

Do the best and let God do the rest. 



 
○​ Acceptance dan adherence adalah bentuk lain dari persetujuan 

negara, biasanya lebih sederhana dibanding ratifikasi atau 
aksesi, tetapi tetap membuat negara terikat. 

Entry into Force – Application 

●​ Perjanjian mulai berlaku berdasarkan jumlah tanda tangan atau 
ratifikasi.  

●​ Provisional: Negara dapat menyetujui penerapan sementara suatu 
perjanjian sebelum secara resmi berlaku penuh. 

●​ Pacta tertis: Prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt: perjanjian 
tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi negara yang bukan 
pihak. 

Provisional application 

●​ Non retroactive (exceptions: treaties related to human right) 
●​ Territorial scope: Perjanjian berlaku di seluruh wilayah negara pihak, 

kecuali ditentukan lain. 
●​ Successive treaties with same subject matter: Jika ada dua perjanjian 

yang mengatur hal yang sama, berlaku prinsip lex posterior: 
perjanjian yang lebih baru biasanya mengesampingkan yang lama. 

●​ Succession of states: Prinsip umum: negara baru dapat memilih 
apakah akan melanjutkan perjanjian lama (clean slate doctrine) atau 
tetap terikat (continuity). 

Nature of Treaty (Applicability, Article 27) 

●​ Self-executing treaty (ex proprio vigore): perjanjian dapat langsung 
diterapkan oleh negara pihak karena tidak bertentangan dengan 
hukum nasional dan tidak menciptakan norma baru.  

●​ Non-self-executing treaty: perjanjian yang memerlukan 
undang-undang implementasi karena menciptakan norma baru.  

Invalidity of a Treaty (Ketidakabsahan Perjanjian Internasional) 

●​ Perjanjian melanggar aturan hukum internasional yang fundamental. 
●​ Persetujuan diberikan oleh agen negara yang melanggar pembatasan 

yang sudah diberitahukan kepada pihak lain. 
●​ Kesalahan faktual atau situasional yang mempengaruhi dasar esensial 

persetujuan. 
●​ Tindakan penipuan dalam penyusunan perjanjian. 
●​ Korupsi terhadap perwakilan negara. 
●​ Paksaan terhadap perwakilan negara. 
●​ Paksaan terhadap negara dengan ancaman atau penggunaan kekuatan. 
●​ Perjanjian yang bertentangan dengan norma ius cogens (norma 

hukum internasional yang bersifat memaksa). 

Termination of a Treaty (Pengakhiran Perjanjian Internasional) 

●​ Tujuan perjanjian telah tercapai. 
●​ Masa berlaku perjanjian telah berakhir (modus vivendi treaties). 
●​ Hilangnya pihak negara yang diperlukan, atau hilangnya objek yang 

diatur dalam perjanjian. 
●​ Para pihak sepakat untuk mengakhiri. 
●​ Perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama antara pihak yang 

sama. 
●​ Perubahan fundamental (rebus sic stantibus). 
●​ Munculnya norma ius cogens baru. 

Customary International Law (Hukum Kebiasaan Internasional) 
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●​ Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum internasional 

tertua. Unsurnya terdiri dari: 
○​ Praktik negara yang dilakukan banyak negara secara 

terus-menerus, konsisten, dan dalam jangka waktu lama. 
○​ Opinio juris, yaitu keyakinan negara bahwa praktik tersebut 

dilakukan karena merupakan kewajiban hukum. 
●​ Misalnya, praktik diplomatik atau perlakuan terhadap kapal asing di 

laut. Jika negara melakukannya secara konsisten dan percaya bahwa 
itu adalah kewajiban hukum, maka terbentuklah norma kebiasaan 
internasional. 

Back to Basics 

●​ Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua, berada 
di urutan kedua setelah perjanjian. Walaupun perjanjian kini lebih 
dominan, hukum kebiasaan tetap penting karena banyak norma dasar 
hukum internasional lahir dari kebiasaan, seperti prinsip kedaulatan 
negara atau larangan agresi. 

Formation (ICJ Statute Article 38(1)(b)) 

●​ State practice: praktik nyata negara yang luas, konsisten, dan 
berulang → basis material. 

●​ Opinio juris sive necessitatis: keyakinan negara bahwa keterlibatan 
dalam praktik tersebut diwajibkan oleh hukum → fondasi formal. 

●​ Persistent objector: negara yang sejak awal menolak suatu kebiasaan 
tidak terikat oleh kebiasaan tersebut. 

Sumber Hukum Kebiasaan Internasional 

●​ Hubungan diplomatik antarnegara;  
●​ Resolusi organisasi internasional; 

●​ Putusan pengadilan internasional maupun nasional; 
●​ Legislasi nasional; 
●​ Manual militer; dan 
●​ Hingga praktik di luar angkasa. 

Who Shall Decide a State Practice as CIL (B. S. Chimni) 

●​ Mahkamah Internasional (ICJ), dan 
●​ Lembaga seperti International Law Association dan International 

Law Commission. 
●​ ICJ berperan penting dalam menegaskan apakah suatu praktik negara 

sudah menjadi hukum kebiasaan. Lembaga akademik dan kodifikasi 
seperti ILA dan ILC juga membantu memperjelas dan merumuskan 
kebiasaan internasional. 

General Principles of Law 

●​ General principles of law adalah prinsip hukum umum yang bersifat 
fundamental, tertanam dalam setiap sistem hukum nasional, dan 
menjadi dasar pembentukan legislasi domestik maupun hukum 
internasional.  

●​ Prinsip ini dijadikan sumber hukum internasional untuk mencegah 
terjadinya non liquet judgement (situasi ketika tribunal menolak 
memberikan putusan karena tidak ada aturan hukum yang berlaku). 
Hal ini diinspirasi oleh prinsip hukum alam (Descamps). 

●​ Pasal 38 Statuta ICJ menyebutkan “general principles of law 
recognized by civilized nations.” 

●​ Prinsip hukum umum berfungsi sebagai jembatan ketika tidak ada 
aturan eksplisit dalam perjanjian atau kebiasaan internasional. 
Tribunal internasional dapat menggunakan prinsip hukum yang 
berlaku luas di berbagai sistem hukum nasional, seperti asas pacta 
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sunt servanda (perjanjian harus ditaati), asas keadilan, atau asas good 
faith.  

●​ Dengan demikian, general principles mencegah kekosongan hukum 
dalam putusan internasional. 

Interpretasi “Civilized Nations” dalam Pasal 38(1)(c) 

●​ Kusumaatmadja: merujuk pada negara-negara merdeka yang 
menjadi subjek dalam masyarakat internasional. 

●​ Aust et al: merujuk pada negara-negara Eropa, berdasarkan moralitas 
Eropa dan rasa internasionalisme. 

●​ Salamon dan Kelsenism: menafsirkan sebagai negara-negara Kristen 
Eropa yang dianggap beradab, sementara lainnya dianggap 
semi-beradab atau tidak beradab. 

●​ Sloan: saat ini istilah “civilized nations” dipahami sebagai 
masyarakat internasional secara keseluruhan. 

●​ Awalnya, istilah “civilized nations” dalam Pasal 38 mencerminkan 
bias kolonial, hanya mengakui negara-negara Eropa sebagai beradab. 
Namun, interpretasi modern menegaskan bahwa semua negara 
merdeka dalam masyarakat internasional termasuk dalam kategori ini.  

●​ Dengan demikian, general principles of law kini dipahami sebagai 
prinsip hukum yang berlaku universal, bukan terbatas pada tradisi 
hukum Eropa. 

Subsidiary Sources: Judicial Decisions and Teachings of Publicists 

●​ Latar belakang sejarah (ACJ 1920): Descamps awalnya 
menggunakan istilah international jurisprudence sebagai sarana 
penerapan dan pengembangan hukum. 

●​ Root & Phillimore mengubah formula menjadi “otoritas putusan 
pengadilan dan pendapat para penulis sebagai sarana penerapan dan 
pengembangan hukum internasional.” 

●​ Spiermann: menilai putusan pengadilan dan karya akademik lebih 
sebagai sarana interpretasi hukum internasional, bukan sumber hukum 
utama. 

●​ Isu terakhir: siapa yang dimaksud dengan “the most highly qualified 
publicists”? Statuta ICJ tidak memberikan definisi jelas. Dalam 
terjemahan Inggris, sering disebut sebagai “writers.” 

●​ Putusan pengadilan dan karya akademik tidak dianggap sebagai 
sumber hukum utama, tetapi berfungsi sebagai alat bantu interpretasi. 
Hakim internasional sering merujuk pada karya ahli hukum untuk 
menilai apakah suatu kebiasaan sudah mapan atau masih dalam proses 
pembentukan. 

Oppenheim tentang Publicists 

●​ Oppenheim menegaskan bahwa penulis hukum internasional, 
khususnya penulis traktat, berperan seolah-olah menggantikan hakim.  

●​ Mereka menentukan apakah suatu kebiasaan sudah menjadi hukum, 
apakah suatu aturan kebiasaan ada, atau apakah suatu kebiasaan 
sedang berkembang.  

●​ Oleh karena itu, buku teks hukum internasional memiliki peran lebih 
penting dibandingkan buku teks cabang hukum lain. 
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Notes 

●​ Kenyataan dari teori dan doktrin menyatakan bahwa Negara 
merupakan subjek hukum internasional yang utama namun bukan 
satu-satunya.  

●​ Hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban 
semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang 
mengorganisir dirinya dalam negara itu.  

●​ Sederhananya, negara adalah konstruksi yuridis yang tidak akan 
mungkin tanpa manusia anggota masyarakat itu.  

●​ Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan 
kewajiban menurut hukum internasional.  

●​ It is a body or entity which is capable of possessing and exercising 
rights and duties under international law, sehingga subjek hukum 
internasional harus mempunyai kecakapan hukum internasional utama 
untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya. 

Kecakapan Hukum  Internasional (Legal Personality) 

●​ Konsekuensi dari kecakapan adalah dia bisa meminta hak dan pihak 
lain dapat menuntut kewajiban, contohnya dalam konteks negara, 
cakap bila dia kemudian dapat membuat konstitusinya. 

●​ Kecakapan hukum ini melingkupi; 
○​ Mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan 

internasional (ICJ); 
○​ Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang 

diberikan oleh hukum internasional; 
○​ Mampu membuat perjanjian internasional  yang sah dan 

mengikat dalam hukum internasional; dan 
○​ Imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. 

Subjects of International Law 

●​ Traditional subjects of international law; 
○​ States; 
○​ The Holy See; 
○​ International Organizations; 
○​ ICRS/The Red Cross; 
○​ Belligerent; and 
○​ Individuals 

●​ Contemporary Development; 
○​ Non-government organizations; 
○​ Corporations; and 
○​ “People” 

Basic concepts on subject law: What is “Subject of Law” “Who has a legal 
personality?” “What are the consequences of having legal personality?” 
Negara tersebut dapat mengklaim haknya dan subjek lain dapat menuntut 
kewajiban negara tersebut. 

State 

●​ Kenapa Negara? Karena negara adalah entitas berdaulat yang mana 
artinya dia yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. 

●​ Negara merupakan Oldest form of international law subject. 
●​ Lauterpacht meyakini bahwa negara adalah satu-satunya subjek 

hukum internasional dalam doktrin positif (states is the only subject of 
international law within a positivist doctrine). 

Terbentuknya Negara (Creation of states) didasarkan pada dua kategori, 
yaitu; 

1.​ Factual Criteria (Historically Existing) 
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Ini merujuk pada kenyataan faktual di lapangan, membahas apakah 
suatu entitas memang sudah berfungsi sebagai negara. Biasanya 
mengacu pada Konvensi Montevideo 1933 yang menetapkan empat 
syarat utama:  

a.​ Penduduk tetap, ada komunitas manusia yang tinggal di 
wilayah itu. 

b.​ Wilayah tertentu, ada batas geografis yang jelas, meskipun 
tidak harus tanpa sengketa. 

c.​ Pemerintah, ada otoritas yang menjalankan kontrol efektif atas 
wilayah dan penduduk. 

d.​ Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain, 
menunjukkan kapasitas untuk berinteraksi di level 
internasional. 

Jadi, secara faktual, kalau entitas memenuhi syarat ini, ia bisa 
dianggap sebagai negara meskipun belum diakui secara resmi. 

2.​ Legal Criteria (Consequences of Law) 

Ini lebih ke konsekuensi hukum internasional: apakah komunitas 
internasional mengakui entitas tersebut sebagai negara, sehingga ia 
memperoleh hak dan kewajiban penuh dalam hukum internasional. 
Pengakuan internasional dalam hal ini berarti negara lain atau 
organisasi internasional (misalnya PBB) mengakui keberadaannya. 

Konsekuensi hukum (setelah diakui, negara tersebut): 

●​ Menjadi subjek hukum internasional (punya hak dan kewajiban); 
●​ Bisa menandatangani perjanjian internasional; 
●​ Mendapat imunitas kedaulatan dari yurisdiksi domestik negara lain; 

dan 

●​ Bisa menggugat/menghadapi gugatan di forum internasional. 

Montevideo Convention of 1933 

●​ Muncul ketika negara Amerika tengah dan selatan semangat membuat 
hukum internasional, tanpa menunggu pihak ketiga lainnya.  

●​ Konvensi ini mensyaratkan unsur suatu negara sebagai berikut; 
○​ A defined territory  
○​ Permanent population 
○​ Government 
○​ Capacity to Enter into Foreign relations 

■​ Hak dan kewajiban internasional dalam hubungan 
dengan negara lain, kalau sudah ada capacity ini baru 
bisa ada pengakuan. 

Formation of States → Rights and Duties of States? State Responsibility? 

●​ Suatu negara baru diterima dunia internasional kalau sudah diterima 
oleh PBB, yang mana dia harus memenuhi syarat PBB, yakni 
mendapat rekomendasi Dewan Keamanan PBB dan keanggotaannya 
diterima Majelis Umum PBB.  

●​ Begitu terbentuk, negara memiliki: 
○​ Hak-hak negara 

■​ Kedaulatan penuh atas wilayah dan penduduk; 
■​ Kesetaraan dengan negara lain (sovereign equality); 
■​ Hak untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya sendiri alias hak atas kemerdekaan dan 
self-determination; dan 

■​ Hak untuk membela diri (self defence). 
○​ Kewajiban negara 
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■​ Tidak menggunakan kekerasan/agresi terhadap negara 

lain; 
■​ Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial 

negara lain; 
■​ Mematuhi hukum internasional dan perjanjian yang 

sah; dan 
■​ Melindungi hak asasi manusia. 

State Responsibility (Tanggung Jawab Negara) 

●​ Negara bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional 
yang dilakukan oleh organ atau wakilnya. Contoh: jika aparat negara 
melakukan agresi atau pelanggaran HAM, negara bisa dimintai 
pertanggungjawaban. Konsekuensi bisa berupa; 

○​ Reparasi (ganti rugi); 
○​ Sanksi internasional; dan 
○​ Tindakan hukum di forum internasional (misalnya ICJ). 

The Holy See (Tahta Suci Vatikan) 

●​ Former States that Still Retained Its International Legal Personality. 
The holy see, originally the papal states (754-1870) until it was 
defeated by the Kingdom of Italy in 1870. 

●​ Setelah kehilangan wilayahnya, secara faktual Holy See bukan lagi 
negara dalam arti Montevideo (tidak memenuhi syarat). Namun, Holy 
See tetap diakui sebagai subjek hukum internasional. 

Why? 

●​ Lateran Treaty (1929) yang merupakan perjanjian antara Kerajaan 
Italia dan Holy See yang mengakui Tahta Suci sebagai entitas 

merdeka, dengan Vatikan sebagai pusat kegiatannya dengan cara 
mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Holy See; 

●​ Holy See punya kapasitas treaty-making, dimana dia bisa membuat 
perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional; 

●​ Holy See punya hubungan diplomatik luas (lebih dari 180 negara); 
●​ Diakui sebagai Permanent Observer di PBB sejak 1964, sehingga 

bisa ikut serta dalam sidang dan organisasi internasional meski bukan 
anggota penuh. 

International Development for The Holy See 

●​ As a permanent observer state in the UN since 1964 (UNGA Res. 
A/58/314); 

●​ States Parties to the Universal Postal Union and the International 
Telecommunication Union (ITU), serta menjalin hubungan diplomatik 
dengan lebih dari 180 negara. 

International Organizations 

●​ Organisasi internasional adalah suatu entitas yang dibentuk 
negara-negara melalui perjanjian internasional untuk mencapai tujuan 
tertentu di bidang hubungan internasional, dan memiliki struktur serta 
organ yang permanen.  

●​ Terdapat perbedaan besar antara (Public International Organization) 
Organisasi internasional publik dan International Non-Governmental 
Organization (INGO). 

Aspek 
IGO (Intergovernmental 

Organization) 

INGO (International 
Non-Governmental 

Organization) 
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Definisi 

Organisasi internasional 
yang dibentuk oleh 
negara-negara melalui 
perjanjian internasional 

Organisasi internasional yang 
dibentuk oleh individu, 
asosiasi, atau kelompok 
non-negara 

Dasar Hukum 

Perjanjian internasional 
(treaty, convention, charter) 
→ memberi kepribadian 
hukum internasional 

Hukum domestik negara 
tempat organisasi didirikan 
(misalnya hukum asosiasi di 
Swiss untuk FIFA) 

Anggota 

Negara berdaulat (contoh: 
PBB, WTO, WHO) 

Organisasi nasional, asosiasi, 
atau individu (contoh: FIFA, 
Amnesty International, 
Greenpeace) 

Tujuan 

Mengatur hubungan 
antarnegara, menjaga 
perdamaian, kerjasama 
ekonomi, kesehatan, 
keamanan 

Advokasi, pelayanan sosial, 
olahraga, lingkungan, HAM, 
pendidikan, dll 

Kepribadian 
Hukum 

Internasional 

Ya, diakui sebagai subjek 
hukum internasional 

Tidak, hanya punya 
kepribadian hukum privat (di 
bawah hukum nasional) 

Contoh 
PBB, WHO, WTO, 
ASEAN, Uni Eropa 

FIFA, Amnesty International, 
Greenpeace, Médecins Sans 
Frontières (MSF) 

Kewenangan 

Bisa membuat 
aturan/perjanjian yang 
mengikat negara anggota 

Hanya mengikat anggota 
internal, tidak mengikat 
negara secara hukum 
internasional 

Imunitas 

Memiliki imunitas tertentu 
dari yurisdiksi domestik 
(misalnya PBB) 

Tidak memiliki imunitas 
internasional, tunduk pada 
hukum domestik negara 
tempat berkedudukan 

Notes: 
●​ Organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara melalui 

perjanjian internasional dan kewenangannya terbatas pada apa yang 
diberikan kepadanya dalam dokumen konstituen. Organisasi 
internasional memiliki derajat kepribadian hukum internasional yang 
terbatas, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara 
anggota.  

●​ Mereka dapat membuat perjanjian internasional dan para wakilnya 
memiliki hak-hak istimewa serta imunitas tertentu. Contoh: Deklarasi 
Penerimaan oleh European Space Agency terhadap Outer Space 
Treaty dan Registration Convention. 

●​ Mereka mungkin memiliki atau tidak memiliki kepribadian yuridis 
untuk menegakkan klaim mereka atas hal-hal tertentu. Kepribadian 
Hukum Internasional yang Terbatas; Berbeda dengan negara yang 
memiliki full international personality, organisasi internasional hanya 
memiliki limited personality. Artinya, mereka bisa bertindak dalam 
hukum internasional, tetapi kapasitasnya terbatas dan seringkali 
bergantung pada pengakuan negara anggota. Relasi utama: vis-à-vis 
negara anggota → organisasi tidak bisa melampaui kedaulatan negara 
yang membentuknya. 
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●​ Kapasitas Perjanjian dan Imunitas; Organisasi internasional dapat 

menjadi pihak dalam perjanjian internasional (contoh: ESA menerima 
Outer Space Treaty). Wakil organisasi internasional memperoleh 
privileges and immunities yang diatur dalam Vienna Convention on 
Diplomatic Relations (1961), sehingga mereka dilindungi dari 
yurisdiksi domestik negara tuan rumah. 

●​ Kepribadian Yuridis (Juridical Personality). Tidak semua organisasi 
internasional memiliki kapasitas untuk menegakkan klaim hukum. 
Beberapa organisasi besar (misalnya Uni Eropa) dapat mengajukan 
klaim di pengadilan internasional. Namun banyak organisasi lain yang 
hanya berfungsi administratif atau koordinatif, sehingga tidak 
memiliki juridical personality penuh. 

Legal Personality of International Organizations 

●​ Kepribadian hukum internasional bagi organisasi internasional tidak 
otomatis ada, melainkan diberikan (conferred) melalui perjanjian 
pendirian (establishing agreement). Artinya, organisasi internasional 
hanya memiliki kapasitas hukum sejauh yang diatur dalam constituent 
document (piagam, charter, konvensi pendirian). 

○​ Art. VIII:1 Marrakesh Agreement (WTO) → secara eksplisit 
menyatakan bahwa WTO memiliki legal personality, dan tiap 
negara anggota wajib memberikan kapasitas hukum yang 
diperlukan agar WTO dapat menjalankan fungsinya. 

○​ Art. 104 UN Charter → menegaskan bahwa PBB memiliki 
kapasitas hukum di setiap negara anggota untuk melaksanakan 
fungsi-fungsinya. 

○​ Art. 47 Chicago Convention (ICAO) → memberikan 
kepribadian hukum kepada ICAO agar dapat beroperasi sesuai 
mandatnya. 

●​ Semua ini menunjukkan bahwa legal personality organisasi 
internasional ditentukan oleh perjanjian pendirian, bukan inheren 
seperti negara. 

Case Law Development: Reparations for Injury Advisory Opinion, ICJ 
1949 

●​ Dalam kasus ini, ICJ menyatakan bahwa PBB adalah subjek hukum 
internasional. PBB mampu memiliki hak dan kewajiban internasional, 
termasuk hak untuk menuntut reparasi atas kerugian yang diderita 
akibat tindakan terhadap stafnya. Putusan ini penting karena 
menegaskan bahwa organisasi internasional dapat menjadi aktor 
hukum internasional, meskipun dengan kapasitas terbatas dibanding 
negara. 

Entities Recognized as Belligerents 

●​ Para pemberontak ini bisa diadili di Mahkamah Internasional karena 
adanya pelanggaran HAM berat. Kenapa jadi subjek hukum 
internasional? 

●​ Ketika dia menjadi pemberontak yang terorganisir dia bisa 
memberikan perintah secara menyeluruh dalam artian dia 
memberikan hak dan kewajiban.  

●​ Cakupannya besar dan terorganisir, pemberontak ini menguasai 
wilayah tertentu dan memiliki kekuatan militer yang stabil, yang 
mana implikasinya adalah beberapa aturan hukum perang 
internasional (international humanitarian law) seperti Geneva 
Conventions  mulai berlaku terhadap mereka juga. 
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Kapan pemberontak diakui sebagai “belligerent”? 

●​ Menguasai sebagian wilayah negara induk (bukan cuma kelompok 
kecil); 

●​ Memiliki pemerintahan atau struktur komando sendiri; 
●​ Terorganisir; dan 
●​ Punya hak dan kewajiban internasional (entitas belligerent harus 

menaati hukum humaniter internasional seperti ketentuan konvensi 
internasional seperti jenewa). 

Catatan 

●​ Dalam praktiknya, pihak yang berperang (belligerent) atau kelompok 
pemberontak (insurgent) dapat memasuki hubungan hukum dan 
menyimpulkan perjanjian dengan negara maupun dengan pihak 
berperang/pemberontak lainnya.  

●​ Ketika suatu gerakan pemberontakan telah memperoleh penguasaan 
de facto atas suatu wilayah tertentu dan ketika gejolak tersebut telah 
mencapai tingkat intensitas tertentu, maka aturan-aturan internasional 
tertentu dari hukum perang berlaku dan menjadikan kelompok 
pemberontak tersebut sebagai subjek hukum internasional.   

●​ Namun demikian, dalam praktiknya negara-negara enggan 
memberikan bentuk pengakuan apapun, termasuk pengakuan atas 
status sebagai pihak yang berperang (recognition of belligerency). 

●​ Examples of Belligerents → South Sudan Liberation Front  

International Committee of the Red Cross (ICRC) 

●​ Founded in 1863 as the international committee for relief to the 
wounded by Jean-Henri Dunant. Renamed to the international 
committee of the red cross in 1876.  

●​ Dulunya mereka cuma yayasan kemanusiaan untuk menolong korban 
perang. Kenapa jadi subjek hukum internasional? karena peran 
aktifnya dalam pengembangan hukum humaniter internasional (IHL), 
ICRC diberi pengakuan resmi oleh negara-negara melalui konvensi 
internasional. 

Melalui konferensi internasional, ICRC mendorong lahirnya berbagai 
konvensi penting: 

●​ Geneva Convention 1864, perlindungan bagi tentara yang terluka di 
medan perang. 

●​ Hague Convention IV (1907), menghormati hukum dan kebiasaan 
perang di darat. 

●​ Hague Convention X (1907), memperluas perlindungan ke perang 
laut.  

Dari konvensi-konvensi tersebut diberi pengakuan resmi kepada ICRC 
yaitu  tugas-tugas. Dia sebagai badan netral; 

●​ Berwenang mengunjungi tawanan perang, 
●​ Menyalurkan bantuan kemanusiaan, 
●​ Menjadi perantara netral antara pihak-pihak yang berperang, dan 
●​ Memantau pelaksanaan hukum humaniter. 
●​ Namun kewenangan ini harus sesuai persetujuan negara terkait. 

karena ICRC bukan negara berdaulat. 

Legal Personality of the Red Cross 

●​ Legal personality domestik diberikan melalui Pasal 60 Swiss Civil 
Code (ICRC berkedudukan di Jenewa).  

●​ Legal personality internasional ditegaskan dalam Pasal 2 Statuta 
ICRC, yang menyatakan bahwa ICRC memiliki kepribadian hukum 
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internasional untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, ICRC 
diperlakukan setara dengan organisasi internasional publik dalam hal 
kapasitas hukum, meskipun secara teknis ia adalah organisasi privat. 

Hak ICRC sebagai Subjek Hukum Internasional 

●​ Privileges and immunities (perlindungan hukum bagi stafnya). 
●​ Kapasitas untuk membuat perjanjian dengan negara dan organisasi 

internasional. 
●​ Akses ke wilayah konflik untuk menjalankan mandat kemanusiaan. 

Kewajiban ICRC sebagai Subjek Hukum Internasional 

●​ Menjaga netralitas dan independensi. 
●​ Melaksanakan mandat sesuai hukum humaniter internasional. 
●​ Menghormati kedaulatan negara. 

Dasar hukum utama: Common Article 3 Geneva Conventions (1949) → 
mengatur perlindungan minimum bagi korban konflik bersenjata 
non-internasional, dan memberi peran khusus kepada ICRC untuk 
memastikan implementasinya. 

Individuals 

●​ Individu dianggap sebagai subjek pasif dalam hukum internasional. 
Dalam doktrin klasik, individu hanya dianggap sebagai objek hukum 
internasional, bukan subjek.  

●​ Artinya, hak dan kewajiban individu ditentukan melalui negara dan 
individu tidak berhubungan langsung dengan hukum internasional.  

●​ Setelah tragedi besar (Holocaust, kejahatan perang Nazi, dll.), muncul 
prinsip bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban langsung 
atas pelanggaran hukum internasional.  

●​ Nuremberg Trials (1945–1946) menjadi tonggak yang menegaskan 
bahwa individu tidak bisa bersembunyi di balik negara atau jabatan 
resmi. 

Rome Statute (1998) → mendirikan International Criminal Court (ICC). 
ICC dan tribunal ad hoc (ICTY, ICTR) memiliki yurisdiksi atas kejahatan 
internasional tertentu: 

●​ Genosida; 
●​ Kejahatan terhadap kemanusiaan; 
●​ Kejahatan perang; 
●​ Kejahatan agresi. 

Contoh kasus: Tadić (ICTY) → kasus pertama yang menegaskan yurisdiksi 
ICTY atas individu dalam konflik Bosnia. Al Mahdi (ICC) → dihukum 
karena penghancuran situs budaya di Timbuktu, Mali. Karadžić (ICTY) → 
dihukum atas genosida di Srebrenica. 

Individu sebagai Penerima Hak (Human Rights Regime) 

●​ Selain kewajiban, individu juga menjadi alamat langsung (addressee) 
dari berbagai instrumen HAM internasional: 

○​ ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 
→ hak sipil dan politik. 

○​ ICERD (International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination) → perlindungan dari 
diskriminasi rasial. 

○​ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) → perlindungan hak 
perempuan. 
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○​ CAT (Convention Against Torture) → perlindungan dari 

penyiksaan. 
○​ CPED (Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance) → perlindungan dari penghilangan 
paksa. 

●​ Dengan instrumen ini, individu tidak hanya punya kewajiban, tetapi 
juga hak langsung yang dijamin oleh hukum internasional. 

Subjek Lain-lain dalam perkembangan kontemporer 

●​ Perkembangan kontemporer dalam hukum internasional menunjukkan 
bahwa selain negara dan organisasi internasional klasik, terdapat 
aktor-aktor baru yang mulai diakui perannya.  

●​ Organisasi non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat 
sipil semakin menonjol dalam forum internasional seiring dengan 
proses demokratisasi. Kehadiran mereka penting karena opini dan 
laporan yang disampaikan NGO dapat menjadi penyeimbang terhadap 
laporan resmi pemerintah, sehingga memperkaya perspektif dalam 
pengambilan keputusan internasional. Bahkan, mekanisme amicus 
curiae memungkinkan NGO untuk memberikan masukan dalam 
penyelesaian sengketa internasional, memperluas ruang partisipasi 
aktor non-negara.  

●​ Di sisi lain, korporasi multinasional juga berkembang sebagai 
entitas yang memiliki dimensi internasional. Mereka dikenal sebagai 
badan usaha publik multinasional atau badan korporasi internasional, 
yang biasanya lahir dari perjanjian internasional yang mengatur kerja 
sama antara pemerintah dengan sektor swasta. Karakteristik utama 
mereka adalah tidak tunduk pada satu sistem hukum nasional saja, 
melainkan memiliki struktur keanggotaan dan direksi yang mewakili 
beberapa negara berdaulat, sehingga menimbulkan bentuk 
kepribadian hukum internasional tertentu.  

●​ Selain itu, konsep “people” juga muncul dalam diskursus hukum 
internasional, khususnya terkait kelompok tradisional atau masyarakat 
adat yang dianggap terlepas dari keterikatan negara. Instrumen seperti 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
(UNDRIP) 2007, khususnya Pasal 10, menegaskan perlindungan 
terhadap hak-hak masyarakat adat agar tetap diakui sebagai warga 
negara dan tidak kehilangan identitas politik maupun hukum mereka. 
Dengan demikian, perkembangan kontemporer ini memperlihatkan 
bahwa hukum internasional semakin inklusif terhadap aktor-aktor 
non-negara, baik dalam dimensi kemanusiaan, ekonomi, maupun 
identitas kolektif. 

 

NEGARA 
 

Definisi Negara 

●​ Weber: Komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli 
penggunaan kekuatan fisik yang sah dalam suatu wilayah. 

○​ Menekankan aspek kekuasaan dan legitimasi penggunaan 
kekerasan. 

●​ Dahl: Regulator tertinggi penggunaan kekuatan yang sah dalam 
wilayahnya. 

○​ Fokus pada peran negara sebagai pengatur utama kekuasaan. 
●​ Grotius: Asosiasi lengkap dari orang-orang merdeka, bergabung 

untuk menikmati hak dan kepentingan bersama → Menekankan aspek 
asosiasi sosial dan tujuan bersama. 

●​ Djokosoetono: Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan 
manusia di bawah pemerintahan yang sama → Definisi sederhana, 
menekankan struktur organisasi. 
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●​ Kelsen: Negara adalah persatuan spesifik individu, dan persatuan ini 

adalah fungsi dari tatanan yang mengatur perilaku mereka → 
Menekankan aspek normatif: negara ada karena ada sistem hukum 
yang mengatur perilaku masyarakat. 

Negara adalah entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam wilayah 
tertentu, dengan legitimasi untuk mengatur masyarakat dan menggunakan 
kekuatan. Dalam hukum internasional, negara dilihat melalui tindakan 
konkret (representasi), misalnya melalui pemerintah, diplomasi, atau organ 
resmi. 

Teori-Teori Fungsi Negara 

●​ Montesquieu: Teori trias politica, membagi kekuasaan agar tidak 
terpusat. 

○​ Le pouvoir legislatif → kekuasaan membuat undang-undang. 
○​ Le pouvoir executif → kekuasaan menjalankan pemerintahan. 
○​ Le pouvoir judiciaire → kekuasaan mengadili. 

●​ Van Vollenhoven: Lebih detail, menekankan aspek administratif 
negara. 

○​ Regeling → fungsi pengaturan. 
○​ Bestuur → fungsi pemerintahan. 
○​ Rechtspraak → fungsi peradilan. 
○​ Politie → fungsi pengawasan/penegakan. 

●​ Andrew Jackson: Fokus pada siklus kebijakan negara. 
○​ Policy making → pembuatan kebijakan. 
○​ Policy executing → pelaksanaan kebijakan. 

●​ Teori fungsi negara menunjukkan bahwa negara tidak hanya membuat 
hukum, tetapi juga menjalankan pemerintahan, mengadili, dan 
mengawasi masyarakat. Semua fungsi ini memastikan negara dapat 
menjaga ketertiban dan memenuhi kepentingan rakyat. 

Bentuk Negara 

●​ Kesatuan (Unitary State): Negara tunggal dengan kekuasaan 
terpusat. Pemerintah pusat memegang otoritas tertinggi. 

●​ Federal: Negara menghormati kekuasaan lokal. Negara bagian 
memiliki kewenangan masing-masing, tetapi tetap berada dalam 
kerangka negara federal. 

●​ Konfederasi: Gabungan dua atau lebih negara yang bekerja sama 
secara pragmatis, biasanya untuk tujuan tertentu. Bisa dibentuk 
sementara atau untuk menggabungkan/memisahkan identitas negara. 

●​ Jenis-jenis Negara (dilihat dari kemampuan/wewenangnya 
melakukan hubungan luar negeri): 
➢​ Kesatuan; memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah 

pusat untuk melaksanakan hubungan luar negeri; 
➢​ Federasi; suatu negara yang terdiri dari beberapa negara 

bagian, yang menjadi pengemban hak dan kewajibannya 
adalah pemerintah federal, tapi kadang konstitusi federal 
memberikan hak dan kewajiban terbatas kepada negara bagian 
maupun kelebihan kepada beberapa negara bagiannya; sebagai 
contoh Ukraina membuat perjanjian sendiri dan menjadi 
anggota PBB atas nama negaranya sendiri; 

➢​ Konfederasi; dua atau lebih negara yang memutuskan untuk 
bersatu demi meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan 
bersama. Kewenangan ini dimiliki masing-masing sebagai 
negara yang berdaulat. 

➢​ Commonwealth; persatuan negara yang berdaulat yang 
memutuskan untuk memelihara kerjasama dan persahabatan 
dengan negara Inggris serta mengakui kerajaan Inggris sebagai 
simbol kepemimpinan dari asosiasi mereka. Dikepalai oleh 
Gubernur sebagai wakil Ratu, setiap dominion memiliki 
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kedaulatan penuh untuk melaksanakan hubungan internasional 
lepas dari negara Inggris; 

➢​ Mikro; negara yang merdeka dan berdaulat namun memiliki 
wilayah, penduduk,  SDM dan SDE yang kecil; 

➢​ Netral; negara yang integritas politik dan wilayahnya dijamin 
secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara 
besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan 
pernah menyerang negara lain kecuali untuk membela diri, 
tidak akan pernah mengadakan traktat aliansi dan sebagainya 
yang dapat merusak sikap ketidaknetralan atau ketidak 
memihaknya atau menjerumuskan dalam perang; 

➢​ Protektorat; negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh 
namun berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih 
kuat berdasarkan perjanjian internasional; 

➢​ Condominium; wilayah yang dilaksanakan penguasaannya 
bersama dua atau tiga negara. Andorra (Prancis–Spanyol, 
sebelum 1993), New Hebrides (Inggris–Prancis, 1906–1980); 

➢​ Wilayah Perwakilan (Trust); wilayah yang pemerintahannya 
diawasi oleh dewan perwalian PBB dengan tujuan utama 
mempersiapkan rakyatnya menuju kemerdekaan atau 
pemerintahan sendiri. Hampir semua wilayah perwalian kini 
telah merdeka, sehingga Dewan Perwalian PBB menghentikan 
operasinya pada 1994 setelah Palau merdeka. 

●​ Bentuk negara menunjukkan bagaimana kekuasaan 
didistribusikan. Negara kesatuan menekankan sentralisasi, federal 
menekankan desentralisasi, dan konfederasi menekankan kerja sama 
antarnegara tanpa menghapus kedaulatan masing-masing. 

Konvensi Montevideo 1933 – Pasal 1 

●​ Suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki: 

1.​ Penduduk tetap (permanent population) 
2.​ Wilayah yang jelas (defined territory) 
3.​ Pemerintah (government) 
4.​ Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (capacity to 

enter into relations with other states) 

Relevansi Kriteria Montevideo 

●​ Konvensi Montevideo lahir dalam konteks geopolitik Amerika Latin 
sebelum Perang Dunia II. 

●​ Pasal 1 menegaskan teori deklaratif: negara ada jika memenuhi 
kriteria. 

●​ Namun, pasca Perang Dunia II, terutama dalam proses dekolonisasi 
Asia-Afrika, realitasnya lebih kompleks: 

○​ Tidak otomatis suatu entitas dianggap negara meskipun 
memenuhi kriteria Montevideo. 

○​ Recognition (pengakuan) menjadi faktor penting, meskipun 
sifatnya politik, bukan legal. 

○​ Konvensi Montevideo sendiri tidak mengatur soal pengakuan. 
●​ Catatan penting: 

○​ Qualification equals to requirement → kriteria Montevideo 
adalah syarat, bukan jaminan. 

○​ Should lebih lemah daripada shall → sifatnya rekomendatif, 
bukan imperatif. 

●​ Dalam praktik modern, Montevideo hanya memberi kerangka dasar. 
Status negara tidak hanya ditentukan oleh kriteria objektif, tetapi juga 
oleh pengakuan politik dari negara lain. Misalnya, beberapa entitas 
memenuhi kriteria Montevideo tetapi tidak diakui secara luas (contoh: 
Palestina, Taiwan). 

Populasi yang Tetap 
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●​ Populasi adalah penduduk, bukan kewarganegaraan; 
●​ Tidak ada batas minimal atau maksimal. 
●​ Crawford: Nationality is dependent upon statehood, not vice versa. 

Kewarganegaraan lahir dari keberadaan negara, bukan sebaliknya. 
Dalam Konvensi Montevideo, yang dilihat adalah keberadaan 
penduduk tetap, bukan status kewarganegaraan. 

Wilayah Tertentu 

●​ Tidak ada ketentuan minimum atau maksimum luas wilayah. 
●​ Wilayah sengketa: Tidak harus bebas dari sengketa, yang penting ada 

kontrol efektif. 
●​ Contoh: Bosnia-Herzegovina, meskipun tidak mengontrol penuh, 

wilayahnya tetap bukan terra nullius. Yang penting adalah adanya 
klaim dan kontrol nyata atas suatu wilayah, meski batasnya belum 
sepenuhnya pasti. 

Pemerintahan 

●​ Tidak ada ketentuan khusus apakah harus monarki atau republik. 
●​ Demokrasi: Tidak diwajibkan, tetapi praktik modern sering 

mensyaratkan penghormatan HAM. 
●​ Contoh: EC Guidelines on the Recognition of New States in Eastern 

Europe and Soviet Union yang menekankan penghormatan HAM dan 
ratifikasi instrumen HAM sebagai syarat pengakuan. 

●​ Secara hukum internasional, bentuk pemerintahan tidak menentukan 
eksistensi negara, tetapi secara politik bisa memengaruhi pengakuan. 

Kapasitas untuk Melakukan Hubungan dengan Negara Lain 

●​ Kompetensi: Harus ada kewenangan konstitusional untuk melakukan 
hubungan luar negeri. 

●​ Ciri: Menunjukkan kemandirian dan ketidaktergantungan dari negara 
lain. 

●​ Kapasitas diplomatik adalah tanda utama kedaulatan. Jika suatu 
entitas tidak bisa menjalin hubungan luar negeri secara independen, 
maka status kenegaraannya diragukan. 

Relevansi Kriteria Montevideo 1933 

●​ Lahir sebelum Perang Dunia II, menggambarkan situasi geopolitik 
Amerika Latin. 

●​ Teori deklaratif: Negara dianggap ada jika memenuhi kriteria Pasal 1. 
●​ Pasca PD II: Proses dekolonisasi Asia-Afrika lebih kompleks. Tidak 

otomatis entitas yang memenuhi kriteria Montevideo diakui sebagai 
negara. 

●​ Recognition: Pengakuan tetap menjadi faktor politik yang 
menentukan, meskipun tidak diatur dalam Konvensi Montevideo. 

●​ Suksesi: Negara tidak bisa “mati”; jika bubar, biasanya dilanjutkan 
oleh entitas penerus (succession). 

Konsep Suksesi Negara 

●​ Negara tidak bisa “mati” jika suatu negara bubar atau berubah, ia 
digantikan oleh successor state. 

●​ Negara pendahulu: disebut parent state atau predecessor state. 
●​ Suksesi adalah pergantian/substitusi negara yang melibatkan 

peralihan hak dan kewajiban dari negara lama ke negara baru. 
●​ Alasan terjadinya:  

○​ merger (penggabungan),  
○​ aneksasi (penyerapan),  
○​ cessie (penyerahan wilayah),  
○​ dekolonialisasi,  
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○​ dismemberment (pecahnya negara), atau  
○​ akibat perang. 

●​ Jenis: bisa parsial (hanya sebagian wilayah/penduduk) atau universal 
(keseluruhan negara berganti). 

Teori Suksesi Negara 

●​ Teori Universal: Negara suksesor menikmati semua hak dan 
sekaligus melepaskan kewajiban dari negara pendahulu. 

●​ Teori Kontinuitas: Suksesi dipandang sebagai penggantian tetapi 
tetap ada keberlanjutan (continuity). 

●​ Teori Negatif: Negara suksesor tidak mewarisi kepribadian hukum 
(personality) dari negara pendahulu. 

●​ Perbedaan teori ini menentukan apakah negara baru otomatis terikat 
pada perjanjian, utang, dan kewajiban lama, atau tidak. 

Konsekuensi Suksesi 

●​ Suksesi membawa dampak pada berbagai aspek: 
○​ Perjanjian yang ada: Apakah tetap berlaku atau berakhir 

tergantung jenis suksesi. 
○​ Keanggotaan organisasi internasional: Bisa diteruskan atau 

harus mengajukan ulang. 
○​ Barang publik & arsip negara: Dialihkan ke negara suksesor. 
○​ Utang & kontrak: Bisa diwariskan atau dinegosiasi ulang. 
○​ Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Tanggung jawab bisa 

dialihkan. 
○​ Kewarganegaraan: Harus diatur agar tidak menimbulkan 

statelessness. 
○​ Hak-hak keperdataan: Tetap harus dihormati. 

Hak dan Kewajiban yang Lahir dari Suksesi 

●​ Hak & kewajiban politik: negara suksesor tidak otomatis terikat pada 
perjanjian politik negara pendahulu. 

●​ Hak & kewajiban lokal: negara suksesor wajib menghormati 
kewajiban terkait wilayah, misalnya perjanjian tentang sungai, rel 
kereta, atau batas wilayah. 

Keanggotaan Organisasi Internasional 

●​ Kasus RRC (Beijing) vs Taiwan: RRC diakui sebagai penerus resmi 
China, sehingga mengambil kursi di PBB. Taiwan tidak diakui 
sebagai penerus. 

●​ Kasus USSR → Federasi Rusia: Rusia diakui sebagai penerus utama 
Uni Soviet, termasuk kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. 

●​ Kasus India → Pakistan: India dianggap melanjutkan keanggotaan 
organisasi internasional, sementara Pakistan harus mengajukan 
keanggotaan baru. 

Larangan Stateless 

Prinsip hukum internasional: suksesi negara tidak boleh menyebabkan 
penduduk menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless). Negara suksesor wajib 
memberikan kewarganegaraan kepada penduduk wilayah yang diwarisi, agar 
hak-hak dasar mereka tetap terlindungi. 

 

TERRITORY OF A STATE IN INTERNATIONAL LAW 
 

Do the best and let God do the rest. 



 
Doctrinal Concept of Territory 

●​ Territory as one of the criteria of statehood (Art. 1, 1933 Montevideo 

Convention)   

○​ Wilayah adalah salah satu syarat berdirinya negara menurut 

Konvensi Montevideo. Tanpa wilayah tertentu, suatu entitas 

tidak bisa dianggap sebagai negara. 

●​ Territory as the basis of sovereignty   

○​ Wilayah menjadi dasar kedaulatan negara. Kedaulatan hanya 

bisa dijalankan dalam batas wilayah yang diakui. 

●​ Limits on the exercise of sovereignty (jurisdiction)   

○​ Ada batasan dalam pelaksanaan kedaulatan, yaitu yurisdiksi. 

Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang di luar 

wilayahnya; hukum internasional membatasi. 

●​ Source of legal rights of states (non-intervention)   

○​ Wilayah adalah sumber hak hukum negara, termasuk hak 

untuk tidak diintervensi. Prinsip integritas teritorial 

melindungi negara dari campur tangan pihak luar. 

●​ Ownership of territory   

○​ Kepemilikan wilayah dianalogikan dengan hukum privat, 

negara mengontrol kepemilikan publik maupun privat atas 

tanah. Negara punya otoritas tertinggi atas tanah, meski 

kepemilikan individu tetap diakui. 

●​ Titular sovereignty of a territory (ex: UUD 1945)   

○​ Kedaulatan formal atas wilayah, misalnya negara sebagai 

penguasa wilayah dalam UUD 1945. Konstitusi menegaskan 

negara sebagai pemegang kedaulatan atas seluruh wilayah 

nasional. 

Basic Principles of State Territory 

●​ Mutual respect for the territorial integrity of a state 
(non-intervention). Prinsip saling menghormati integritas teritorial 
negara. Negara lain tidak boleh melanggar batas atau mencampuri 
urusan internal. 

●​ Determination of territory (population–land relation). Penentuan 
wilayah didasarkan pada hubungan erat antara penduduk dan tanah 
yang mereka huni. Wilayah negara bukan sekadar tanah kosong, 
tetapi tempat kehidupan masyarakat. 

●​ Boundaries formed through treaties as obligation erga omnes. 
Batas wilayah yang dibentuk melalui perjanjian sebagai kewajiban 
erga omnes. Batas wilayah dibentuk melalui perjanjian dan berlaku 
untuk semua pihak. Perjanjian batas wilayah dihormati oleh seluruh 
masyarakat internasional. 

●​ Exclusivity and competence of state (jurisdiction). Negara 
memiliki hak eksklusif untuk menjalankan yurisdiksi di wilayahnya. 
Hanya negara yang berhak mengatur hukum, politik, dan ekonomi di 
wilayahnya. 

●​ Effective control. Negara harus memiliki kontrol efektif atas 
wilayahnya. Klaim formal tanpa penguasaan nyata tidak cukup untuk 
diakui. Kedaulatan atas bagian tertentu dari permukaan bumi adalah 
syarat agar wilayah itu termasuk dalam teritori negara. 
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Resources Contained Within a Territory   

●​ Negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam yang 
terdapat di wilayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis 
Umum PBB No. 1803 tahun 1962 tentang Kedaulatan Permanen atas 
Sumber Daya Alam.  

●​ Negara bebas menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya 
tersebut, termasuk melakukan eksplorasi, pengembangan, dan 
pengelolaan.  

●​ Bahkan jika melibatkan modal asing, semua kegiatan harus dilakukan 
sesuai dengan regulasi nasional.  

●​ Dalam hal terjadi sengketa mengenai sumber daya alam, prinsip yang 
berlaku adalah exhaustion of local remedies, yaitu penyelesaian harus 
ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme hukum domestik. 
Namun, penyelesaian sengketa internasional tetap dimungkinkan 
melalui perjanjian khusus antar pihak. 

Division of Territory   

●​ Wilayah negara adalah ruang geografis yang berada di bawah 
kedaulatan penuh suatu negara.  

●​ Selain itu, dikenal konsep terra nullius, yaitu wilayah yang tidak 
dimiliki oleh siapapun,  

●​ Serta konsep res communa, yaitu wilayah yang menjadi milik 
bersama seluruh umat manusia. 

Catatan: 

Konsep terra nullius kini hampir tidak relevan karena hampir semua wilayah 
di dunia sudah berada dalam klaim negara. Sementara itu, res communa tetap 
berlaku untuk wilayah seperti laut lepas dan ruang angkasa, yang tidak bisa 

dimiliki oleh satu negara saja, melainkan digunakan bersama oleh komunitas 
internasional. 

ACQUIRING LAND TERRITORY 

Historical Development   

●​ Pada masa pra-Westphalia dan awal Westphalia, wilayah dianggap 
sebagai properti berdaulat yang bisa diperoleh melalui perkawinan, 
pewarisan, atau perang.  

○​ Marriage: Perkawinan antar dinasti dapat menggabungkan 
wilayah. 

○​ Inheritance: Pewarisan dari penguasa sebelumnya. 
○​ War: Perebutan wilayah melalui konflik bersenjata. 

Historical Development II (18th–21st Century)   

●​ Seiring perkembangan hukum internasional, cara memperoleh 
wilayah berubah. Perang tidak lagi sah sebagai instrumen kebijakan 
internasional, dan doktrin baru menekankan pentingnya otoritas 
efektif. Periode ini menandai transisi dari konsep wilayah sebagai 
“harta benda” menuju konsep wilayah sebagai bagian dari kedaulatan 
yang diatur hukum internasional. 

○​ Briand-Kellogg Pact (1928): Melarang perang sebagai 
instrumen kebijakan internasional, termasuk untuk 
memperoleh wilayah. 

○​ Las Palmas Case (1928): Menegaskan bahwa klaim 
kedaulatan atas wilayah harus didasarkan pada occupation 
yang efektif, yaitu memberikan jaminan nyata kepada negara 
lain dan warga mereka. 
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○​ Sipadan-Ligitan Case (2002): Mahkamah Internasional 

menilai aktivitas Malaysia (sebagai penerus Inggris) meski 
sederhana, tetapi beragam dan konsisten dalam jangka waktu 
lama, menunjukkan niat menjalankan fungsi negara atas pulau 
tersebut. 

○​ Case Burkina Faso v. Mali (ICJ): Kasus ini menjadi contoh 
pertama penerapan prinsip uti possidetis juris, yaitu prinsip 
hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara 
baru harus mempertahankan batas internal yang dimiliki oleh 
entitas pendahulunya. Prinsip ini penting dalam konteks 
dekolonisasi, karena mencegah konflik baru dengan 
menetapkan bahwa batas kolonial menjadi batas negara 
merdeka. 

How States Acquire Territory 

●​ Accretion: Accretion adalah perolehan wilayah baru akibat aktivitas 
geografis alami, misalnya gunung meletus atau erosi sungai. Wilayah 
baru terbentuk dan melekat pada wilayah yang sudah ada. Contoh: 
Nishinoshima Shinto (Ogasawara) dan Iwo Jima di Jepang, serta 
Anak Krakatau di Indonesia. 

●​ Cession: Cession adalah pengalihan wilayah secara damai dengan 
ketentuan bahwa kedaulatan berpindah. Cession bisa terjadi melalui 
berbagai mekanisme: 

○​ Sebagai hasil perjanjian damai, misalnya Paris Peace Treaty 
(1898) antara Spanyol dan Amerika Serikat yang 
menyerahkan Filipina. 

○​ Sebagai hasil pembelian, misalnya Alaska Purchase 
(AS–Rusia) dan Louisiana Purchase (AS–Prancis). 

○​ Melalui perjanjian sewa, misalnya Hong Kong (1898, 
setelah Perang Candu II), Macau (Portugal–China, 1887), dan 
Guantanamo (AS–Kuba, 1903). 

○​ Sebagai hasil putusan tribunal, misalnya Las Palmas ke 
Belanda dari AS, dan Sipadan-Ligitan ke Malaysia dari 
Indonesia. 

●​ Use of Force (Annexation, Occupation, Invasion): Penggunaan 
kekuatan untuk memperoleh wilayah mencakup aneksasi, okupasi, 
dan invasi; 

○​ Annexation: Metode perolehan wilayah dengan cara 
menaklukkan atau menundukkan wilayah lain. Misalnya 
Bosnia dianeksasi oleh Austria (1908), negara-negara Baltik 
oleh Uni Soviet (1940), dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah 
oleh Israel; 

○​ Occupation: Penetapan kedaulatan atas wilayah yang tidak 
berada di bawah otoritas negara lain, baik wilayah baru 
ditemukan atau ditinggalkan. Prinsip efektivitas berlaku: harus 
ada niat bertindak sebagai penguasa dan pelaksanaan 
kedaulatan yang memadai. Contoh: Jerman selama Perang 
Dunia II; dan 

○​ Conquest: Perebutan wilayah dengan kekuatan militer, 
misalnya Timor Leste dianeksasi oleh Indonesia pada 1975. 

●​ Namun, penggunaan kekuatan untuk memperoleh wilayah kini 
dianggap ilegal. Deklarasi PBB tahun 1970 menegaskan bahwa 
wilayah negara tidak boleh dijadikan objek akuisisi melalui ancaman 
atau penggunaan kekuatan. Resolusi DK PBB 662 menyatakan 
aneksasi Kuwait oleh Irak sebagai null and void. 

●​ Prescription: Prescription adalah perolehan kedaulatan atas wilayah 
yang bukan terra nullius, tetapi diperoleh secara tidak sah atau dalam 
kondisi di mana legalitasnya tidak bisa dibuktikan. ICJ dalam kasus 
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Botswana–Namibia menegaskan bahwa prescription memiliki syarat 
serupa dengan okupasi, yaitu adanya bukti tindakan kedaulatan yang 
damai dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. 

●​ State Succession: Suksesi negara adalah cara negara baru 
memperoleh wilayahnya, biasanya melalui prinsip uti possidetis 
juris. Prinsip ini memastikan bahwa negara baru mempertahankan 
batas administratif yang ada sebelum kemerdekaan. Prinsip ini berasal 
dari masa kemerdekaan koloni Spanyol di Amerika, kemudian 
diterapkan di Afrika. Resolusi Organisasi Persatuan Afrika tahun 
1964 menegaskan bahwa batas kolonial pada saat kemerdekaan harus 
dihormati. Dalam kasus Burkina Faso v Mali (1986), Mahkamah 
Internasional menegaskan bahwa uti possidetis. 

 
ACQUIRING MARITIME TERRITORY 

Historical Development 

●​ Sejarah perolehan wilayah laut ditandai oleh perdebatan besar antara 
konsep Mare Liberum (laut bebas) dan Mare Clausum (laut tertutup). 
Pada 1702, Doktrin Bynkershoek menyatakan bahwa luas klaim 
maritim atau laut teritorial ditentukan sejauh jarak tembakan meriam. 
Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebebasan laut 
untuk semua versus klaim eksklusif negara. Doktrin Bynkershoek 
menjadi dasar awal pembatasan laut teritorial secara praktis. 

Modern Regime of Maritime Territory 

●​ Rezim modern diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
1982 (UNCLOS). Pasal 2(1) menyatakan bahwa kedaulatan negara 
pantai meluas ke laut teritorial yang berdekatan dengan wilayah darat 

dan perairan internal, termasuk perairan kepulauan bagi negara 
kepulauan. 
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●​ Internal Waters: Laut Pedalaman adalah perairan pada sisi darat 

garis pangkal laut teritorial. Negara pantai memiliki hak eksklusif dan 
kedaulatan penuh atas perairan internal. Kapal asing tidak memiliki 
hak berlayar atau terbang di atasnya. Pengecualian hanya berlaku 
dalam keadaan force majeure. Perairan internal diperlakukan sama 
dengan daratan negara, sehingga kontrolnya absolut. 

●​ Archipelagic Waters (hingga 12 mil laut): Negara kepulauan 
memiliki kedaulatan penuh atas perairan kepulauan. Namun, ada hak 
lintas damai (innocent passage) dan hak lintas jalur laut kepulauan 
(archipelagic sea lanes passage). Tidak ada hak penerbangan di 
atasnya, tetapi nelayan asing bisa tetap memiliki hak tradisional. 
UNCLOS mengakui karakteristik khusus negara kepulauan, seperti 
Indonesia, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kedaulatan dan 
akses internasional. 

●​ Territorial Sea: Laut teritorial berada di bawah kedaulatan negara 
pantai. Kapal asing memiliki hak lintas damai yang harus dilakukan 
secara damai, berkesinambungan, cepat, dan dapat ditangguhkan. 
Tidak ada hak penerbangan di atasnya. Laut teritorial adalah zona 
utama di mana negara pantai menjalankan kedaulatan penuh, tetapi 
tetap membuka akses terbatas bagi kapal asing. 

●​ Straits used for International Navigation: Selat yang digunakan 
untuk navigasi internasional tunduk pada hak lintas transit (transit 
passage) dan hak lintas damai yang tidak dapat ditangguhkan. Selat 
internasional memiliki status khusus karena penting bagi perdagangan 
global, sehingga akses tidak boleh dihambat. 

●​ Contiguous Zone (24 mil laut dari garis pangkal): Zona tambahan 
di mana negara memiliki yurisdiksi khusus untuk imigrasi, kesehatan, 
fiskal, dan bea cukai. Namun, kebebasan navigasi, penerbangan, dan 
pemasangan kabel/pipa tetap berlaku. Zona ini memberi negara pantai 

kewenangan terbatas untuk melindungi kepentingan domestik, tanpa 
menghapus kebebasan internasional. 

●​ Exclusive Economic Zone (EEZ, hingga 200 mil laut): Negara 
pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi 
sumber daya hayati. Namun, kebebasan navigasi, penerbangan, dan 
pemasangan kabel/pipa tetap berlaku. Jika ada surplus sumber daya, 
negara lain dapat memperoleh hak melalui perjanjian dengan negara 
pantai, kecuali jika negara pantai sangat bergantung pada sumber 
daya perikanan. EEZ adalah kompromi antara kedaulatan negara 
pantai dan kepentingan komunitas internasional. 

●​ Continental Shelf (dasar laut dan tanah dibawahnya): Negara 
pantai memiliki hak berdaulat eksklusif atas landas kontinen, tanpa 
perlu klaim formal. Negara juga berhak memasang kabel dan pipa 
bawah laut. Landas kontinen diakui otomatis sebagai bagian dari hak 
negara pantai, terutama untuk eksplorasi sumber daya mineral dan 
energi. 

ACQUIRING AIR TERRITORY 

Establishment of Air Territory   

●​ Konsep wilayah udara awalnya didasarkan pada prinsip hukum 
perdata Romawi Qui dominus est soli, dominus coeli et inferorum 
(“Siapa yang memiliki tanah, ia memiliki sampai ke langit dan sampai 
ke bawah tanah”), yang berlaku hingga awal era penerbangan.  

●​ Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam Paris Convention 1919 dan 
Chicago Convention 1944, yang menyatakan bahwa negara memiliki 
kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya 
(Pasal 1 Paris Convention dan Pasal 2 Chicago Convention). 
UNCLOS 1982 Pasal 49(1) dan (2) kemudian memperluas cakupan 
ini hingga ruang udara di atas perairan kepulauan. 
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●​ Prinsip ini menegaskan bahwa ruang udara adalah bagian integral dari 

kedaulatan negara. Dengan demikian, negara berhak penuh mengatur 
siapa yang boleh menggunakan ruang udara di atas wilayahnya, 
termasuk perairan kepulauan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. 

How Exclusive is State Sovereignty over its Airspace?   

●​ Pasal 5 Chicago Convention mengatur bahwa ruang udara terbuka 
bagi pesawat yang melakukan penerbangan tidak terjadwal tanpa izin 
sebelumnya. Namun, negara dapat memberlakukan mekanisme izin 
seperti diplomatic clearance, security clearance, dan persetujuan 
rencana penerbangan.  

●​ Pasal 6 mengatur bahwa penerbangan internasional terjadwal tidak 
boleh dilakukan tanpa izin khusus atau otorisasi dari negara yang 
bersangkutan. Izin khusus ini biasanya berupa Bilateral Air Services 
Agreement, Open Sky Agreement, atau MoU. 

Airspace Zonation   

●​ Pasal 9(a) mengatur Prohibited Airspace, yaitu zona yang 
diberlakukan permanen di atas bagian tertentu dari ruang udara.  

●​ Pasal 9(b) Chicago Convention mengatur Restricted Airspace, yaitu 
zona yang diberlakukan sementara karena keadaan darurat atau alasan 
keselamatan publik. Pesawat tidak boleh terbang di wilayah ini untuk 
jangka waktu tertentu dan pada ketinggian tertentu. Contoh: krisis 
gunung berapi Islandia tahun 2008.  

●​ Pasal 37 mengatur Airways, yaitu jalur udara yang harus diatur 
negara sesuai standar Annexes Konvensi, termasuk kewajiban 
menyediakan layanan navigasi udara. 

Territories Beyond National Jurisdiction 

●​ Wilayah di luar yurisdiksi nasional mencakup laut lepas (high seas), 
kawasan dasar laut internasional (international seabed area), serta 
ruang angkasa (outer space).  

●​ Dalam konteks ruang angkasa dan benda langit, terdapat dua konsep 
utama: province of mankind dan common heritage of mankind. 
Prinsip yang berlaku adalah non-appropriation, yaitu tidak ada negara 
yang boleh mengklaim kepemilikan atas ruang angkasa atau benda 
langit.  

●​ Namun, Pasal 6 Outer Space Treaty menegaskan bahwa negara tetap 
bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh warga 
negaranya di ruang angkasa. 

Outer Space and Other Celestial Bodies 

●​ Pasal 1 Outer Space Treaty menyebut ruang angkasa sebagai 
province of mankind, yaitu wilayah yang dapat digunakan oleh semua 
negara untuk kepentingan bersama.  

●​ Sementara itu, Pasal 11 Moon Agreement menyebut ruang angkasa 
dan benda langit sebagai common heritage of mankind, yaitu warisan 
bersama umat manusia yang harus dikelola untuk kepentingan 
kolektif. 

Catatan Perbandingan dengan Wilayah Lain 

●​ ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) bukan wilayah kedaulatan penuh 
negara, tetapi negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di 
dalamnya. 

●​ Wilayah udara bersifat tertutup, artinya hanya dapat digunakan 
dengan izin negara pemilik kedaulatan. 
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●​ Ruang angkasa berbeda: sifatnya terbuka, semua negara bebas 

menggunakannya tanpa kepemilikan eksklusif. 
●​ Dengan membandingkan ZEE, wilayah udara, dan ruang angkasa, 

terlihat bahwa hukum internasional membedakan antara wilayah yang 
berada dalam kedaulatan negara dan wilayah yang menjadi milik 
bersama. Ruang angkasa ditempatkan dalam kategori terakhir, 
sehingga tidak bisa diklaim tetapi tetap bisa digunakan secara bebas 
oleh semua negara. 

 

RECOGNITION: THE BECOMING OF A STATE 
 

Notes 

●​ Pengakuan bukanlah faktor yang menciptakan eksistensi negara, dan 
bukan pula jaminan bahwa suatu entitas otomatis menjadi subjek 
hukum internasional dengan hak dan kewajiban penuh. Pengakuan 
adalah pernyataan dari suatu negara terhadap negara lain. Contohnya, 
Belanda baru mengakui Indonesia pada tahun 1949.  

●​ Namun, ada negara yang merdeka tanpa pengakuan formal, seperti 
Amerika Serikat dan Jerman. Pengakuan bersifat politis, dan menjadi 
penting terutama ketika negara hendak menjalin hubungan hukum 
dengan negara lain.  

●​ Pengakuan lebih merupakan tindakan politik daripada hukum. Negara 
bisa eksis secara faktual tanpa pengakuan, tetapi pengakuan 
mempermudah akses terhadap hubungan internasional, perjanjian, dan 
keanggotaan organisasi internasional. 

Introduction: Doctrinal and Historical Development 

●​ Early Westphalian States 

○​ Pada masa awal sistem Westphalia, negara tidak 
membutuhkan pengakuan. Menurut Crawford, negara 
dianggap sebagai suprema potestas (otoritas tertinggi) di 
wilayahnya.  

○​ Pufendorf menegaskan bahwa kedaulatan berasal dari dalam, 
bukan dari persetujuan luar: “Just as king owes him 
sovereignty and majesty to no one outside his realm, so he 
need not obtain the consent and approval of other kings or 
states, before he may carry himself like a king and be regarded 
as such.”  

○​ Pada masa ini, eksistensi negara dianggap otomatis jika ada 
kedaulatan internal. Pengakuan eksternal tidak diperlukan. 

●​ 18th Century Positivism   
○​ Pada abad ke-18, pengakuan diberikan hanya ketika 

dibutuhkan dalam hubungan antarnegara. Praktik awal 
pengakuan muncul pada monarki elektif dan negara 
revolusioner, lebih menekankan pada pengakuan 
pemerintahan.  

○​ Pandangan doktrinal menyatakan bahwa pengakuan tidak 
diperlukan, karena eksistensi de facto kedaulatan sudah cukup 
untuk membuktikan adanya negara. 

●​ 19th Century Developments   
○​ Abad ke-19 ditandai dengan lahirnya perjanjian multilateral 

awal, seperti Konstitusi ITU dan ILO. Hal ini menimbulkan 
kebutuhan agar negara diakui memiliki international legal 
personality untuk dapat membuat perjanjian.  

○​ Pandangan negara abad ke-19 menegaskan bahwa sekadar 
memiliki status kenegaraan tidak otomatis berarti menjadi 
anggota family of nations. Keanggotaan bisa diperoleh sebagai 
anggota asli yang hukum internasionalnya tumbuh secara 
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bertahap, atau melalui pengakuan oleh anggota yang sudah 
ada. 

○​ Pada periode ini muncul perbedaan antara kedaulatan dan 
kepribadian hukum internasional. Negara bisa berdaulat, tetapi 
belum tentu diakui sebagai aktor penuh dalam sistem hukum 
internasional. 

●​ 20th Century (Montevideo Convention)   
○​ Konvensi Montevideo menegaskan bahwa eksistensi politik 

suatu negara independen dari pengakuan negara lain. Bahkan 
sebelum diakui, negara memiliki hak untuk mempertahankan 
integritas dan kemerdekaannya.  

○​ Selain itu, terdapat Resolusi tentang Pengakuan Negara 
Baru dari Institut de Droit International serta praktik 
pengakuan dalam Arbitration Commissions of 
International Conference on Yugoslavia. Abad ke-20 
menandai pergeseran besar: pengakuan tidak lagi dianggap 
sebagai syarat mutlak eksistensi negara. Montevideo 
Convention menegaskan bahwa negara yang memenuhi 
kriteria kenegaraan tetap eksis, meskipun belum diakui. 
Namun, pengakuan tetap penting secara politik untuk 
berpartisipasi penuh dalam hubungan internasional. 

Theoretical Debate of Recognition 

●​ Constitutive Theory 
○​ Teori konstitutif berpendapat bahwa pengakuan menjadikan 

suatu entitas sebagai negara dalam masyarakat hukum 
internasional, khususnya dalam organisasi internasional. 
Tindakan pengakuanlah yang melahirkan negara dan 
memberikan kepribadian hukum internasional, bukan proses 

kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan juga memberikan 
keanggotaan dalam komunitas internasional.  

○​ Kelemahan teori ini adalah bahwa negara yang tidak diakui 
bisa bebas dari kewajiban internasional, sehingga menciptakan 
“kepribadian parsial” yang tidak utuh. Selain itu, pengakuan 
ilegal dianggap mustahil, karena hanya pengakuan sah yang 
bisa melahirkan negara. 

●​ Declaratory Theory 
○​ Teori deklaratif berpendapat bahwa pengakuan hanyalah 

penerimaan politis atas munculnya negara baru. Kepribadian 
hukum internasional diperoleh bukan berdasarkan persetujuan 
negara lain, melainkan berdasarkan situasi faktual. 

○​ Kelemahan teori ini adalah kepribadian hukum internasional 
negara baru bisa dipertanyakan. Selain itu, jika suatu 
pemerintahan tidak diakui, maka kewajiban internasional 
antara negara yang tidak diakui dan negara yang tidak 
mengakui bisa tidak dijalankan. 

●​ Third Way (The Lauterpacht Doctrine) 
○​ Lauterpacht mengusulkan pendekatan ketiga. Secara umum, 

pengakuan bersifat deklaratif, tetapi ketika suatu entitas telah 
memenuhi kriteria kenegaraan menurut hukum internasional, 
maka negara lain memiliki kewajiban hukum untuk 
memberikan pengakuan.  

○​ Karena pada akhirnya, negara-negara yang sudah ada 
menentukan apakah suatu komunitas memiliki kepribadian 
hukum internasional atau tidak. Doktrin ini mencoba 
menjembatani dua teori sebelumnya. Lauterpacht menekankan 
bahwa pengakuan tidak sekadar pilihan politis, melainkan 
kewajiban hukum ketika syarat kenegaraan terpenuhi. Namun, 
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dalam prakteknya tidak semua negara melihat pengakuan 
sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan. 

Types of Recognition: of States and Government 

●​ Recognition of States 
○​ Konvensi Montevideo 1933 menegaskan bahwa suatu negara 

dianggap sah jika memenuhi syarat dasar pembentukan negara 
menurut hukum internasional. Praktik Inggris (Lauterpacht, 
1947) menunjukkan bahwa pengakuan diberikan ketika negara 
yang diakui memiliki kontrol efektif atas wilayahnya dengan 
jaminan keberlanjutan. Dalam praktiknya, negara yang tidak 
diakui tetap memiliki kewajiban internasional, tetapi tidak 
memiliki hak yang sama dengan negara yang diakui, terutama 
dalam hubungan diplomatik dan perjanjian internasional. 

○​ Pengakuan negara bukanlah syarat mutlak eksistensi, tetapi 
menentukan status hukum dalam hubungan internasional. 
Negara bisa eksis secara faktual, namun tanpa pengakuan 
tidak bisa menikmati hak penuh seperti berpartisipasi dalam 
perjanjian atau organisasi internasional. 

○​ Kriteria (tidak resmi) untuk pengakuan negara: 
■​ Keanggotaan PBB, dengan rekomendasi Dewan 

Keamanan dan Majelis Umum. 
■​ Pemenuhan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: 

wilayah, populasi permanen, pemerintahan dengan 
kontrol efektif, dan kapasitas menjalin hubungan 
internasional. 

■​ Kriteria tambahan (EC Declaration on Guidelines on 
the Recognition of State in Eastern Europe and the 
Soviet Union): menghormati Piagam PBB, 
perlindungan HAM, demokrasi, perlindungan 

minoritas, penghormatan terhadap batas wilayah, 
komitmen perlucutan senjata dan non-proliferasi 
nuklir, serta penyelesaian sengketa suksesi negara 
secara damai. 

●​ Recognition of Governments 
○​ Pengakuan pemerintahan adalah tindakan politis yang muncul 

ketika terjadi perubahan pemerintahan secara tidak 
konstitusional. Pengakuan ini menentukan hak dan kewajiban 
pemerintahan dalam hubungan antarnegara.  

○​ Berbeda dengan pengakuan negara, pengakuan pemerintahan 
lebih fleksibel dan politis. Negara lain menilai apakah 
pemerintahan baru memiliki legitimasi dan kontrol efektif 
sebelum mengakuinya. 

■​ Pendekatan Inggris: Pengakuan diberikan jika 
pemerintahan baru memenuhi kriteria: prospek 
permanensi yang wajar, ketaatan mayoritas penduduk, 
dan kontrol efektif atas sebagian besar wilayah negara. 
Hal ini ditegaskan dalam Tinoco Arbitration Award 
(1923). 

■​ Effective Control Doctrine (Tinoco Arbitration 
1923): Kasus Tinoco di Costa Rica menunjukkan 
bahwa meskipun pemerintahan baru tidak diakui oleh 
negara lain, bukti kontrol efektif tetap menjadi standar 
utama dalam hukum internasional. Non-pengakuan 
karena alasan politik tidak bisa menghapus fakta 
bahwa pemerintahan tersebut menjalankan fungsi 
negara. 

■​ Doctrines of Recognition of Government: Tobar 
Doctrine (Doctrine of Legitimacy): Pemerintahan yang 
berkuasa melalui cara ekstra-konstitusional tidak boleh 
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diakui. Wilson Doctrine of Democratic Legitimacy: 
Pengecualian diberikan jika revolusi mencerminkan 
kehendak rakyat. 

■​ Estrada Doctrine (Automatic Recognition): Tidak 
ada penilaian terhadap pemerintahan baru karena hal 
itu dianggap melanggar kedaulatan. Perbedaan antara 
tidak mengakui pemerintahan dan tidak menjalin 
hubungan diplomatik diminimalkan. 

■​ Stimson Doctrine: Tidak ada pengakuan terhadap 
pemerintahan yang terbentuk melalui agresi. 
Prinsipnya: ex injuria jus non oritur (hukum tidak lahir 
dari ketidakadilan). 

■​ Recent Developments: Non-pengakuan terhadap 
pemerintahan baru tidak mempengaruhi karakter 
hukum dan otoritasnya di wilayahnya, tetapi tidak 
memberikan kepribadian hukum internasional. 
Perubahan pemerintahan tidak mengubah status 
negara, sehingga tidak perlu membedakan antara 
pengakuan negara dan pengakuan pemerintahan. 
Namun, doktrin-doktrin lama masih digunakan dalam 
praktik untuk menentukan hubungan antarnegara 
dengan pemerintahan baru. 

○​ Praktik modern lebih menekankan bahwa negara tetap eksis 
meskipun pemerintahannya berubah. Namun, pengakuan 
pemerintahan tetap menjadi instrumen politik yang digunakan 
untuk menilai legitimasi dan menentukan hubungan 
diplomatik. 

Legal Effects of Recognition 

a)​ International Legal Personality 

Pengakuan negara memberikan kepribadian hukum internasional, 
yaitu kecakapan untuk mengemban hak dan kewajiban internasional. 
Negara yang diakui dapat membuat perjanjian baru maupun 
bergabung dengan perjanjian yang sudah ada, serta menjadi anggota 
organisasi internasional.  

Kepribadian hukum internasional adalah dasar bagi negara untuk 
berpartisipasi dalam sistem hukum internasional. Dengan pengakuan, 
negara baru dianggap diterima dalam komunitas hukum internasional 
dan dapat menjalin hubungan formal dengan negara lain. 

b)​ Diplomatic Relations 

Pengakuan pemerintahan memberikan legitimasi bagi pemerintah 
untuk mewakili negara dalam hubungan diplomatik. Pemerintah yang 
diakui menikmati hak-hak diplomatik ketika bertindak atas nama 
negara. Tanpa pengakuan, pemerintah baru mungkin tetap berfungsi 
di dalam negeri, tetapi tidak memiliki legitimasi penuh untuk 
menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. 

Other Issues Relating to Recognition 

a)​ Unlawful/Premature Recognition   

Dalam kasus suksesi wilayah, terdapat garis tipis antara pengakuan 
negara baru dan pengakuan prematur, yang bisa dianggap sebagai 
intervensi dalam urusan domestik negara lain. Contoh pengakuan 
prematur adalah Republik Biafra (1967) yang diakui oleh beberapa 
negara meskipun faktanya hanya berupa gerakan pemberontakan dan 
tidak memenuhi kriteria kenegaraan, terutama pemerintahan efektif. 
Contoh lain adalah pengakuan Kroasia dan Bosnia & Herzegovina 
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pada 1992 oleh negara-negara Eropa, meskipun keduanya belum 
memiliki kontrol efektif atas wilayah yang mereka klaim. 

b)​ Implied Recognition   

Dalam beberapa kasus, hubungan dengan negara yang tidak diakui 
(misalnya melalui perjanjian atau diplomasi) dapat dianggap sebagai 
pengakuan tersirat. Hal ini juga bisa terjadi ketika negara yang tidak 
diakui dan negara yang tidak mengakuinya sama-sama menjadi 
anggota organisasi internasional. Namun, hubungan dengan entitas 
privat di negara yang tidak diakui tidak berarti pengakuan 
pemerintahnya, sebagaimana ditegaskan ICJ dalam kasus 
Anglo-Iranian Oil. 

Contoh pengakuan tersirat adalah hubungan negara-negara Arab 
dengan Israel, atau hubungan AS dan Inggris dengan Taiwan, yang 
meskipun tidak mengakui Taiwan sebagai negara, tetap menjalin 
hubungan konsuler. 

c)​ Derecognition and Non-Recognition   

Derecognition adalah pencabutan pengakuan terhadap suatu negara. 
Contohnya, Taiwan/Republik Cina kehilangan pengakuan dari banyak 
negara pada 1979 karena tidak memiliki kontrol efektif atas daratan 
Cina. Non-recognition adalah penolakan pengakuan sejak awal, 
misalnya Rhodesia yang pengakuannya diblokir oleh Resolusi Majelis 
Umum PBB 216 (1965) karena sifat rasialis pemerintahannya, atau 
Republik Turki Siprus Utara yang pengakuannya tidak 
direkomendasikan oleh Resolusi DK PBB 541 (1983) karena 
deklarasi kemerdekaan sepihak dianggap ilegal. 

Derecognition dan non-recognition menunjukkan bahwa pengakuan 
bukanlah status permanen. Ia bisa dicabut atau ditolak jika negara 
atau pemerintah dianggap tidak sah menurut hukum internasional atau 
melanggar prinsip fundamental seperti HAM dan larangan agresi. 

 

STATE JURISDICTION 
 

Notes 

●​ Jurisdiksi pada dasarnya ditentukan di dalam wilayah negara itu 
sendiri. Secara teori, yurisdiksi berakhir di batas wilayah negara, 
tetapi dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Hukum internasional 
memungkinkan negara untuk menjalankan yurisdiksi tidak hanya di 
dalam wilayahnya, tetapi dalam kondisi tertentu juga di luar 
wilayahnya. 

State Jurisdiction 

●​ Yurisdiksi negara adalah sejauh mana hukum internasional 
mengizinkan suatu negara untuk menjalankan kewenangan atas orang 
atau benda di wilayahnya, dan kadang juga di luar wilayahnya. 

●​ Yurisdiksi ini mencakup tiga jenis utama: 
○​ Legislative jurisdiction → kewenangan membuat hukum. 
○​ Executive jurisdiction → kewenangan menegakkan hukum. 
○​ Judicial jurisdiction → kewenangan mengadili. 

Practical Rules 

●​ Konflik yurisdiksi dalam perkara perdata biasanya diselesaikan 
dengan menerapkan aturan konflik hukum. Sengketa yurisdiksi lebih 
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sering muncul dalam konteks hukum regulasi. Prinsip umum yang 
berkembang adalah negara dapat menjalankan yurisdiksi jika ada 
hubungan yang cukup erat antara pokok perkara dan negara tersebut, 
sehingga kepentingannya lebih kuat dibanding negara lain. Prinsip 
“close connection” menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu 
negara berhak menjalankan yurisdiksi dalam kasus lintas batas. 

Principles of Jurisdiction 

●​ Territory 
○​ Negara bebas membuat dan menegakkan hukum di 

wilayahnya, kecuali dibatasi oleh perjanjian. Yurisdiksi juga 
berlaku atas kapal berbendera negara tersebut, pesawat yang 
terdaftar, dan orang di dalamnya.  

○​ Meski negara berdaulat atas ruang udara, tindakan di pesawat 
asing biasanya tunduk pada yurisdiksi negara pendaftaran. 
Pejabat asing tidak boleh menjalankan yurisdiksi tanpa izin 
negara tuan rumah. Kekebalan diplomatik tidak menghapus 
yurisdiksi teritorial, hanya menangguhkannya kecuali jika 
kekebalan dicabut. 

●​ Active Nationality   
○​ Negara dapat mengatur aktivitas warganya di luar negeri. 

Banyak negara memiliki aturan yang memungkinkan 
warganya yang melakukan pelanggaran di luar negeri untuk 
dituntut di dalam negeri, dengan mekanisme ekstradisi sebagai 
pelengkap. Prinsip ini menegaskan bahwa kewarganegaraan 
tetap membawa konsekuensi hukum meski berada di luar 
negeri. 

●​ Passive Nationality 
○​ Negara dapat mengklaim yurisdiksi atas tindakan yang 

dilakukan di luar negeri terhadap warganya oleh orang asing 

(victim jurisdiction). Prinsip ini terutama digunakan untuk 
menangani tindak terorisme, dan kini banyak ditemukan 
dalam konvensi kontra-terorisme. Prinsip ini melindungi 
warga negara dari kejahatan lintas batas dengan memberi 
negara hak untuk menuntut pelaku meski kejahatan terjadi di 
luar negeri. 

●​ Protective Principle   
○​ Negara dapat menetapkan yurisdiksi atas orang asing yang 

melakukan pelanggaran di luar negeri yang merugikan 
keamanan negara, meski tindakan itu tidak dianggap 
pelanggaran menurut hukum lokal. Prinsip ini jarang 
digunakan, tetapi terlihat jelas dalam beberapa perjanjian yang 
memberikan yurisdiksi quasi-universal. 

●​ Universal Jurisdiction  
○​ Negara dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan tertentu 

yang dilakukan di luar negeri oleh orang asing terhadap orang 
asing. Kejahatan seperti pembajakan, perbudakan, penyiksaan, 
kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dianggap merugikan semua negara, sehingga 
yurisdiksi universal diakui oleh hukum kebiasaan 
internasional.  

○​ Prinsip ini memungkinkan negara untuk menuntut pelaku 
kejahatan internasional berat, tanpa memandang lokasi 
kejadian atau kewarganegaraan pelaku/korban. 

●​ Quasi-Universal Jurisdiction   
○​ Prinsip ini muncul dalam perjanjian internasional modern 

yang mengatur terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi. 
Karena hanya mengikat negara pihak dalam perjanjian, prinsip 
ini disebut quasi-universal.  
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○​ Quasi-universal jurisdiction memperluas cakupan yurisdiksi 

melalui perjanjian, tetapi tidak berlaku secara universal bagi 
semua negara. 

 

STATE RESPONSIBILITY 
 

Nature of State Responsibility 

●​ Tanggung jawab negara merujuk pada kewajiban hukum suatu negara 
di bawah hukum internasional. Tanggung jawab muncul ketika negara 
melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik 
yang berasal dari hukum kebiasaan internasional maupun dari 
perjanjian internasional.  

●​ Rujukan utama adalah International Law Commission’s Articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), 
yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 28 November 2025. 

●​ Pelanggaran bisa berupa tindakan nyata atau kelalaian, dan 
konsekuensinya diatur dalam dokumen ARSIWA (2001), yang 
menjadi pedoman global tentang bagaimana negara harus 
bertanggung jawab atas perbuatan salah internasional. 

Primary Rules vs Secondary Rules 

●​ Aturan substantif hukum internasional disebut primary rules.  
●​ Sementara itu, hukum tanggung jawab negara adalah secondary rules, 

yaitu aturan yang berkaitan dengan: 
○​ Apakah telah terjadi pelanggaran terhadap primary rules. 
○​ Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. 

●​ Primary rules adalah kewajiban substantif negara, misalnya larangan 
agresi atau kewajiban menghormati perjanjian. Secondary rules 
adalah aturan yang mengatur bagaimana pelanggaran itu dinilai dan 
apa akibat hukumnya.  

●​ Jadi, hukum tanggung jawab negara tidak menciptakan kewajiban 
baru, melainkan mengatur konsekuensi jika kewajiban yang sudah ada 
dilanggar. 

Elements of State Responsibility (ARSIWA) 

●​ Pasal 1: “Setiap perbuatan salah internasional oleh suatu negara 
menimbulkan tanggung jawab internasional negara tersebut.” 

●​ Pasal 2: Ada perbuatan salah internasional oleh suatu negara ketika 
suatu tindakan atau kelalaian: 

○​ Dapat diatribusikan kepada negara menurut hukum 
internasional; dan 

○​ Merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional 
negara tersebut. 

●​ Dua elemen utama tanggung jawab negara adalah atribusi dan 
pelanggaran. Pertama, tindakan harus bisa diatribusikan kepada 
negara (misalnya dilakukan oleh organ negara). Kedua, tindakan itu 
harus melanggar kewajiban internasional (baik dari perjanjian 
maupun kebiasaan). Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka negara 
otomatis bertanggung jawab. 

Attribution of Conduct to the State 

●​ (Organ resmi negara, Orang/kelompok yang dikendalikan negara, 
Gerakan pemberontakan yang berhasil jadi pemerintahan, Tindakan 
pihak lain yang diakui/adopsi negara, Kelalaian/tidak bertindak). 
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●​ Negara adalah entitas abstrak, sehingga tidak bisa bertindak sendiri. 

“Tindakan negara” harus melibatkan aksi atau kelalaian oleh manusia 
atau kelompok. Negara hanya bisa bertindak melalui organ atau 
agennya. Pertanyaannya adalah siapa saja yang dianggap bertindak 
atas nama negara.  

●​ Aturan umum: organ negara dianggap bertindak atas nama negara, 
sehingga tindakannya adalah tindakan negara dan negara bertanggung 
jawab atasnya menurut hukum internasional. Sebaliknya, tindakan 
individu swasta dalam kapasitas pribadi tidak otomatis dapat 
diatribusikan kepada negara. 

Conduct of State Organs (Pasal 4 ARSIWA) 

●​ Organ mencakup setiap orang atau entitas yang memiliki status sesuai 
hukum internasional negara. 

●​ Tindakan organ negara dianggap sebagai tindakan negara menurut 
hukum internasional, baik organ itu menjalankan fungsi legislatif, 
eksekutif, yudikatif, atau fungsi lain, tanpa memandang posisinya 
dalam struktur negara, dan tanpa memandang apakah ia bagian dari 
pemerintah pusat atau unit teritorial.  

●​ Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas semua 
tindakan organ resminya. Tidak peduli apakah itu parlemen, 
pengadilan, atau aparat daerah, selama mereka bertindak sebagai 
organ negara, tindakannya diatribusikan kepada negara. 

Acting in an Official Capacity 

●​ Walaupun seseorang atau entitas berstatus sebagai organ negara, 
negara hanya bertanggung jawab jika orang itu bertindak dalam 
kapasitas resmi. Jika bertindak sebagai warga biasa dalam kapasitas 
pribadi, negara tidak bertanggung jawab. 

Liability for Ultra Vires Act (Pasal 7) 

●​ Tindakan organ negara atau entitas yang diberi kewenangan untuk 
menjalankan fungsi pemerintahan tetap dianggap sebagai tindakan 
negara menurut hukum internasional, meskipun tindakan itu 
melampaui kewenangan yang diberikan.  

●​ Artinya, negara tidak bisa berkilah dengan alasan “organ bertindak di 
luar kewenangan.” Selama organ itu bertindak dalam kapasitas resmi, 
walaupun melampaui batas, negara tetap bertanggung jawab. Contoh: 
tentara yang melakukan pelanggaran HAM saat operasi resmi tetap 
menimbulkan tanggung jawab negara, meskipun tindakannya 
melampaui instruksi. 

Conduct of Persons Directed or Controlled by the State (Pasal 8) 

●​ Tindakan seseorang atau kelompok dianggap sebagai tindakan negara 
jika mereka bertindak atas instruksi, arahan, atau kendali negara 
dalam melakukan tindakan tersebut.  

●​ Ini memperluas atribusi ke pihak swasta. Jika negara mengarahkan 
atau mengendalikan kelompok bersenjata atau perusahaan swasta 
untuk melakukan tindakan tertentu, maka tindakan itu bisa 
diatribusikan ke negara. Contoh: milisi yang dikendalikan oleh 
pemerintah dianggap bertindak atas nama negara. 

Conduct of an Insurrectional or Other Movement (Pasal 10) 

●​ Jika gerakan pemberontakan berhasil dan menjadi pemerintahan 
baru, maka tindakannya dianggap sebagai tindakan negara. 

●​ Jika gerakan pemberontakan gagal atau masih berlangsung, 
tindakannya dianggap sama dengan tindakan individu swasta, 
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sehingga tidak diatribusikan ke negara (kecuali negara lalai atau 
bertindak dengan itikad buruk dalam menanggulangi pemberontakan). 

Conduct Acknowledged and Adopted by a State (Pasal 11 ARSIWA) 

●​ Tindakan yang sebelumnya tidak dapat diatribusikan kepada negara 
tetap dapat dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum 
internasional jika negara mengakui dan mengadopsi tindakan tersebut 
sebagai tindakannya sendiri.  

●​ Contoh: jika kelompok milisi melakukan serangan, lalu pemerintah 
mengakuinya sebagai bagian dari kebijakan negara, maka tindakan itu 
menjadi tanggung jawab negara. 

Conduct of a Private Person – Not Attributable 

●​ Pada prinsipnya, negara tidak bertanggung jawab atas tindakan 
individu swasta, kecuali individu tersebut benar-benar bertindak atas 
nama negara. Tindakan pribadi tidak otomatis diatribusikan ke negara. 
Namun, jika individu bertindak dengan mandat, instruksi, atau 
kendali negara, maka tindakannya bisa dianggap sebagai tindakan 
negara. 

State Responsibility for Omission or Inaction 

●​ Negara bertanggung jawab atas kelalaian atau tidak bertindak. Negara 
tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif, tetapi juga atas 
kelalaian. Jika negara membiarkan pelanggaran terjadi tanpa 
pencegahan atau penegakan hukum, maka negara tetap bisa dimintai 
pertanggungjawaban internasional. 

Bentuk Pertanggungjawaban Negara dalam ARSIWA 

1.​ Cessation and Non-Repetition (Pasal 30): Negara wajib 
menghentikan perbuatan melawan hukum internasional dan 
memberikan jaminan tidak mengulangi. Contoh: menghentikan 
pelanggaran wilayah atau agresi militer. 

2.​ Reparation (Pemulihan) (Pasal 31): Negara bertanggung jawab 
memberikan pemulihan penuh atas kerugian yang timbul dari 
perbuatan melawan hukum internasional. Pemulihan mencakup 
kerugian materiil maupun immateriil. 

3.​ Restitution (Pengembalian Keadaan Semula) (Pasal 35): Negara 
wajib mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, 
sejauh memungkinkan. Contoh: mengembalikan wilayah yang 
diduduki secara ilegal. 

4.​ Compensation (Ganti Rugi) (Pasal 36): Jika restitusi tidak cukup, 
negara harus memberikan ganti rugi finansial atas kerugian yang 
nyata. Contoh: pembayaran atas kerusakan properti atau kerugian 
ekonomi. 

5.​ Satisfaction (Pemulihan Moral) (Pasal 37): Bentuk pemulihan 
non-materiil (misalnya: Permintaan maaf resmi; Pengakuan 
pelanggaran; Hukuman terhadap pelaku). Digunakan bila kerugian 
tidak bisa dipulihkan dengan restitusi atau kompensasi. 

6.​ Interest (Bunga atas Ganti Rugi) (Pasal 38): Kompensasi dapat 
mencakup bunga atas jumlah yang harus dibayar, bila relevan. 

Defense (Pembelaan Negara) 

Ada enam jenis pembelaan yang tersedia bagi negara yang dituduh 
melakukan pelanggaran: 

1.​ Consent: jika negara lain menyetujui tindakan tersebut. 
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2.​ Self-defence: tindakan dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri 

sesuai hukum internasional. 
3.​ Countermeasures: tindakan balasan terhadap pelanggaran negara 

lain. 
4.​ Force majeure: keadaan memaksa di luar kendali negara. 
5.​ Distress: tindakan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dalam 

keadaan darurat. 
6.​ Necessity: tindakan dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk 

melindungi kepentingan fundamental negara. 

ARSIWA memberikan ruang bagi negara untuk membela diri jika dituduh 
melakukan pelanggaran. Namun, pembelaan ini hanya berlaku dalam kondisi 
terbatas dan harus sesuai dengan hukum internasional. Misalnya, force 
majeure hanya berlaku jika benar-benar tidak ada cara lain untuk 
menghindari pelanggaran. 

Do the best and let God do the rest. 
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